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ABSTRAK

Indonesia s@agai negara hukum menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan
larangan terhadap segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi ras dan etnis.
E@mun, realitas sosial menunjukkan bahwa tindakan diskriminatif masih kerap
terjadi di berbagai sclfffy kehidupan, mulai dari akses pendidikan hingga perlakuan
dalam pFes hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma
hukum dalam Undang-Undang Nomor | Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur serta memberikan dampak terhadap
penanggulangan tindak diskriminasi ras di Indonesia.

Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode statute approach, case
approach, dan conceptual approach, penelitian ini menelaah ketentuan normatif
terutama Pasal 244 dan 245 KUHP baru yang secara eksplisit mengatur pidana
terhadap tindakan diskriminatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru
memberikan formulasi norma yang lebih tegas dan sistematis dibanding KUHP
lama, termasuk dengan pemberatan pidana @¥hadap kejahatan yang bermotif
diskriminasi. Hal ini menunjukkan kemajuan penting dalam sistem hukum pidana
Indonesia.

Namun demikian, tantangan dalam implementasi, seperti lemahnya
penegakan hukum, kurangnya kesadaran aparat, serta hambatan sosial dan budaya
masih menjadi kendala nyata. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana terhadap
diskriminasi ras perlu didukung oleh strategi non-hukum seperti pendidikan,
kampanye kesetaraan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa hukum pidana memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang
inklusif, adil, dan bebas dari diskriminasi, namun pelaksanaannya harus dikawal
secara konsisten dan menyeluruh.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Diskriminasi Ras, KUHP 2023, Norma Hukum, Pasal
244 dan 245,

Vil




ABSTRACT

227

Indonesia, as geiyte governed by law, %ﬂlds the principles of equality and
the prohibition of all forms of discrimination, including racial and ethnic
discrimination. However, social realities indicate that discriminatory acts still
frequently occur acrossffurious sectors, from access to education to treatment
[B¥in the legal system. This research aims to analyze how the legal norms under
Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Penal Code (KUHP) regulate
and impact efforts to combat racial discrimination in Indonesia.

Using a normative juridical research method with statute, case, and
conceptual approaches, this study examines the legal provisions, particularly
Articles 244 and 245 of the new Penal Code, which explicitly criminalize acts of
racial and ethnic discrimination. The findings reveal that the new KUHP provides
a more structured and explicit legal framework compared to the previous code,
including enhanced penalties for crimes motivated by discriminatory intent. This
reflects significant progress in Indonesia’s criminal justice system.

Nevertheless, several challenges persist in the implementation stage,
including weak law enforcement, limited awareness among authorities, and
sociocultural barriers. Therefore, the application of criminal law to combat racial
discrimination must be complemented by non-legal strategies, such as education,
equality campaigns, and community empowerment. This study concludes that
criminal law plays a strategic role in fostering an inclusive, just, and
discrimination-free society, but its enforcement must be carried out consistently and
comprehensively.

Keywords: Criminal Law, Racial Discrimination, Penal Code 2023, Legal Norms,
Article 244 and 2435.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Indonesia

rupakan Negara Hukum yang perwujudannya tertuang dalam peraturan
perundang-undangan yang dibuat untuk membatasi kekuasaan Negara dan
menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia dalam melakukan kegiatan sehari-
hari. Sebagai hak konstitusional, sebagaimana yang telah disebutkan dalan
dang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 281
Ayat (2) bahwa jaminan perlindungan akan diberikan oleh Nagara k
bebas dari perlakuan yang bersifat mendiskriminasi.

Namun, baik kepada kelompok minoritas dan kelompok rentan mereka
masih mendapatkan perlakuan yang diskriminatif pada praktiknya. Dengan
keberagaman suku, agama, ras, etnik, budaya, dan bahasa daerahnya, Indonesia
menghadapi tantangan dalam mengelola perbedaan ini. Dengan lebih dari
1.300 suku bangsa, setiap kelompok mempertahankan kebudayaan yang unik.
Perbedaan ini menciptakan pandangan dan penyelesaian masalah yang
beragam di antara suku-suku tersebut.' Sayangnya, konflik yang terjadi antar

kelompok dan individu dengan yang melatar belakanginya yaitu agama, ras,

golongan dan suku seringkali memunculkan primordialisme yang dapat

1 Indonesia baik.id.sensus. hitps//indonesia.co.id'mediapublik/detail/2071 diakses pada
tanggal 28 juli 2024 pada pukul 22.00




menjadi penyebab munculnya pertentangan dan disintegrasi dalam suatu
Negara.

Walaupun Bhineka Tunggal Ika menjadi semangat, nilai-nilai persatuan
ini terancam luntur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Konflik
antar masyarakat dan kasus rasisme semakin sering terjadi. Bahkan, dengan
perkembangan teknologi dan informasi, rasisme juga merambah ke dunia
media sosial. Pada platform tersebut terjadi berbagai ujaran diskriminasi yang
mencakup konten, komentar atau pandangan yang berisi unsur diskriminasi,
rasisme atau praksangka mengenai suatu etnis atau ras. Rasisme melibatkan
kebebasan individu yang dimana dianggap sebagai tindakan yang melanggar
hak asasi manusia (HAM) dan norma. Prasangka dapat dihasilkan dari suatu
keyakinan yang dimiliki suatu kelompok untuk mendominasi dehingga
emandang rendah terhadap kelompok lain dapat menghasilkan prasangka,
yakni keyakinan bahwa mereka berhak memimpin atau mendominasi. Undang-
Undang No. 40 Tahun 2008 sebagai perundang-undangan Indonesia, menjamin
keberagaman dan melarang diskriminasi rasial. Dampak yang secara langsung
dan berkelanjutan dengan indikasi depresi dapat dihasilkan dari diskriminasi
etnis ataupun suku.

Pengaruh negatif diskriminasi dapat diupayakan dengan membendung
kasus diskriminasi ras. Upaya ini dapat kita lakukan dengan cara memahami
jika manusia dimata Tuhan manusia mempunyai kedudukan yang sama, dan

yang membedakan hanyalah tagwa. Untuk memupuk rasa toleransi sesama,

manusia sebagai makhluk sosial perlu bersahabat dan bersosialisasi dengan




yang berbeda etnis, Bahasa, kepercayaan dan kebudayaan. Setiap etnis
minoritas merasakan tertekan, terbelenggu, serta terpaksa untuk patuh terhadap
ras yang menjadi mayoritas. Berbagai keluh kesah, pendapat, dan sanggahan
tidak dapat mereka lakukan kepada ras tersebut. Penyebab utama dari
terjadinya situasi ini yaitu kehidupan sosial wilayah yang dikuasai oleh suku.
Sumber daya manusia sebagai disiplin ekonomi mereka gunakan secara masif
tanpa setitik hasil pun diambil. Bekerja menjadi paksaan untuk menguras
tenaga sehingga dari hasil keringat mereka menjadi keuntungan para penguasa.
Ditinjau dari aspek sosial, interaksinya dengan khalayak keramaian dibatasi.
Ketika tidak patuh, mereka dijadikan sasaran dan diasingkan oleh atasannya.
Penindasan sosial di Indonesia sendiri menjadi akibat jarak yang
terbentuk untuk memisahkan orang berkulit terang dengan orang berkulit
gelap. Ras minoritas apabila dilihat dari perspektif hukum dijadikan sasaran
tirani dimana peraturan yang mengekang dan mengawasi hak mereka sebagai
manusia tidak jarang ditemukan. Di Indonesia, sistem tatanan dapat terbentuk
di lingkungan masyarakat yang berasal dari terjadinya suatu interaksi sosial.
Tatanan tersebut terdiri dari keberagaman ras, etnis, budaya, maupun agama.
Indonesia mempunyai keberagaman yang membuka peluang besar untuk ras
dan etnis tertentu mendapatkan diskriminasi. Dalam mencegah dan
meminimalisir terjadinya diskriminasi sangat diperlukannya kontribusi
masyrakat. Sistem peninggalan penjajahan Belanda menjadi awal terjadinya
diskriminasi di Indonesia, bangsa belanda ketika menjajah Nusantara

menerapkan sistem yang bernama devide at empera atau biasa kita kenal




dengan politik adu domba. Hingga sekarang, para pemangku kuasa dan orang-
orang dengan kepentingan politik masih menggunakan system ini, sehingga ras
dan etnis tertentu seringkali di kambing hitamkan, sebagai contoh nyata yaitu
tragedi berdarah pada Mei 1998, saat itu orang-orang yang berkuasa dan
memiliki kepentingan politik menerapkan teknik adu domba pada masyarakat
pribumi dengan masyarakat Tionghoa, pada kasus ini para pengadu domba
menyebutkan jika krisis moneter yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh
etnis Tionghoa tersebut. >

Bangsa Tionghoa pada masa itu diberikan label etnis yang licik dan
menguasai perekonomian Indonesia. Berbanding terbalik dengan bangsa
pribumi yang diberikan label rakyat yang berpendidikan kurang, lemah, dan
berkasta rendah. Sektor ekonomi pada saat itu memang dikuasai oleh etnis
Tionghoa, sehingga ketika dilakukannya adu domba, rasa marah semakin
menyelimuti para ribumi yang merasa direndahkan hingga akhirnya terjadi
diskriminasi yang memakan korban jiwa.?

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pada Pasal 28E ayat (1) dan
(2) jika setiap orang memiliki kebebasan dari tindakan yang mendikriminasi
atas dasar ras, suku, negara asal, agama, jenis kelamin, golongan, warna kulit,

peendapat, bahasa dan lain sebagainya sejak dulu sudah ada. Tetapi karena

dirasa kurang, untuk memperkuat pasar tersebut, Undang-Undang baru

2 Naomi Gomar dan Eunike Mutiara Himawan, “Peristiwa Kerusuhan Mei 1998: Sebuah
Gambaran Pengampunan Para Korban,” Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi (JPPP) 13,
no.1

3 Istigomah, N. (2018). “DISKRIMINASI DAN RASISME DALAM KEPEMIMPINAN
DI INDONESIA (Perspektif Hadis)”. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 17(1), h. 44.




dibentuklah. Kejadian tersebut merupakan yang melatar belakangi pemerintah
Indonesia dalam hal menanggulanginya, yaitu mengeluarkan kebijakan UU
Nomor 40 Tahun 2008. Undang-undang tersebut dibentuk dengan tujuan untuk
menghapuskan kemungkinan konflik yang terjadi yang disebabkan
diskriminasi di Indonesia yang merupakan Negara hukum.*

Arti dari negara hukum ini yaitu bahwa segala bentuk pelaksanaan juga
penyelenggaraan didasarkan pada hukum-hukum yang ada, dengan kata lain
hukum beserta turunan-turunannya menjadi sebuah landasan setiap aspek
maupun penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sebagaimana ndang-
Undang Dasar (UUD) 1945 pasal | ayat 3. Indonesia yang merupakan negara
hukum mengeluarkan segala peraturan yang erat kaitannya pada permasalahan
di masyrakat yang terjadi, salah satunya yaitu diskriminasi. Diskriminasi yaitu
sikap tidak terpuji yang dimiliki masyarakat dalam hal membedakan sesama
berdasarkan enis, agama, golongan, dan ras, sikap ini memberikan dampak
yang merugikan pihak lain maupun diri sendiri. Korban dari perilaku
diskirminasi akan merasa takut bersosialisasi dan merasa terkucilkan.

Di Indonesia, diskriminasi ras merupakan kasus yang banyak terjadi.
Diskriminasi ras dalam berbagai bentuk sering kali muncul termasuk dalam
konteks sosial, ekonomi dan politik banyak berbagai kasus yang telah terjadi,
yang menunjukkan adanya ketidakadilan terhadap kelompok tertentu

berdasarkan ras dan etnis bahkan sering terjadi di hal-hal kecil setiap harinya

4 Kamang, A. E., Sepang, M., & Pinasang, B. (2021). “Kajian Tindak Pidana Diskriminasi
Ras Dan Etnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras Dan Etnis™. Lex Crimen, 10(5), h. 47-56.




padahal di dalam UU El Tahun 1946 KUHP pasal 156 dan pasal 157
mengatakan "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan,
kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat
Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Dan pasal 157
mengatakan "Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan
tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan
perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di antara atau terhadap
golongan-golongan rakyat Indonesia". Namun masih banyak pelanggaran
diskriminasi terjadi di kalangan masyarakat Indonesia terutama di wilayah
Papua yang sudah berakar dari dulu.

Akses pendidikan yang memadai banyak tidak diperoleh oleh anak-anak
Papua, hal ini disebabkan guru yang bekerja di sana gagal pemerintah
Indonesia rekrut, angka kematian ibu dan bayi yang tinggi, rasa sulit yang
mahasiswa alami untuk mendapatkan pendidikan tinggi di luar Papua,® dan
terdapat salah satu kasus besar yang dipicu oleh diskriminasi ras adalah
pengepungan dan penyerangan asrama mahasiswa Papua pada tanggal 16 dan
17 tahun 2019 di Surabaya. Penyerangan di Surabaya ini tidak boleh kita
lupakan, kasus ini seharusnya menjadi alarm bagi Indonesia untuk segera

menangani diskriminasi di Indonesia, °dimulai kasus lain yang terjadi di

* Laporan Human Rights Watch: Diskriminasi dan pelanggaran rasialis terhadap orang
Papua 'lebih banyak dan sangat kelihatan' di rezim Jokowi
https://'www.bbc.com/indonesia/articles/czj97xgl4700

& Rasisme dan Diskriminasi terhadap Orang Asli Papua

https://www.tempo.co/kolom/diskriminasi-terhadap-orang-papua-1181904




Indonesia adalah pembubaran ibadah umat Kristen di Gresik yang terjadi
karena kesalahpahaman dan membatalkan acara ibadah tersebut. "Dikarenakan
itu memerlukan penerapan hukum pidana terhadap tindakan diskriminasi ras
yang dapat memberikan efek jera dan perlindungan hukum bagi korban.

Dalam hukum pidana Indonesia, upaya untuk melawan diskriminasi ras
terwujud dalam berbagai regulasi, termasuk am Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP baru pada pasal 244 dan pasal 245
mengatakan “Setiap Orang yang melakukan pembedaan, pengecualian,
pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang
mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau
pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di
bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori
III”. Dan pasal 245 berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perampasan
nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan
Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan
etnis, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)”. UHP lama dan KUHP
baru memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani isu ini. Perubahan
11

dari KUHP lama ke KUHP baru menunjukkan kemajuan dalam penanganan

isu diskriminasi di Indonesia.

7 Kasus Pembubaran Ibadah Umat Kristen di Gresik Jadi Kontroversi

mesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/49 53 56/kasus-pembubaran-ibadah-umat-kristen-di-

-jadi-kontroversi




Dengan adanya ketentuan yang lebih spesifik dan sanksi yang lebih
tegas, diharapkan diskriminasi, terutama yang berbasis ras dan etnis dapat
diminimalisir. Hukum pidana ini menjadi instrumen penting bagi Indonesia
dalam menangani kasus-kasus rasisme, sejalan dengan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Hal
ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia dan
menanam toleransi.

Meskipun demikian, penerapan hukum ini masih menghadapi tantangan

14

dan penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil
dan tegas demi keadilan bagi semua individu. Selain itu, upaya untuk
mengatasi diskriminasi juga melibatkan pendekatan non-hukum, seperti
pendidikan dan advokasi. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan
tentang keberagaman dan pentingnya menghormati hak setiap individu.
Pendekatan keseluruhan yang mencakup aspek hukum dan non-hukum
diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih tanpa membeda-bedakan
dan mengurangi tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, penulis memilih untuk
mengangkat topik skripsi dengan judul yang relevan sebagai berikut:
“Dampak Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Diskriminasi
Ras Dalam Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP”
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan latar belakang yang telah diuraikan, penulis

akan fokus pada pembahasan mengenai :
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I. Bagaimana Pengaturan Norma Hukum Terhadap Tindakan

Diskriminasi Ras Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023?

2. Bagaimana Dampak Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindakan
Diskriminasi Ras Menurut ndang-Undﬂng No.l Tahun 2023
Tentang KUHP?

1.3 Tujuan Penelitian
Setiap penelitian ilmiah pastinya memiliki tujuan, dalam penelitian ini
memiliki tujuan :

I. Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yaitu untuk
mengetahui dampak efektivitas dan keberhasilan implementasi
ndang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dalam menangani
kasus-kasus diskriminasi. Meliputi proses penegakan hukum,
keterlibatan aparat penegak hukum, serta tantangan yang dihadapi
dalam pelaksanaannya.

2. Menganalisis efektivitas rlindungan hukum yang diberikan kepada
korban tindakan diskriminasi menurut UU KUHP. Menyelidiki jauh
mana hukum ini dapat melindungi hak-hak korban diskriminasi.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting
dalam pengembangan pemahaman tentang hukum pidana khususnya
terkait dengan tindak pidana diskriminasi dan dapat membantu

mengidentifikasi potensi kelemahan dan celah hukum dalam

regulasi  tersebut, sechingga mendorong perbaikan dan




"

penyempurnaan di masa depan. Dengan menganalisis Undang-
Undang No.l tahun 2023 KUHP baru, penelitian ini dapat
memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana
hukum pidana khususnya terkait tentang Diskriminasi. Hasil
penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi peneliti dan praktisi
hukum untuk mengembangkan teori dan konsep baru terkait
Diskriminasi. Diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam
upaya mengurangi Diskriminasi di Indonesia dan meningkatkan
kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap diskriminasi.

Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat praktis bagi pihak terkait, seperti pemerintah, dan
masyarakat dalam meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus
diskriminasi. Dengan mengevaluasi efektivitas sistem yang
ada,penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan solusi konkret
untuk mengurangi kasus rasisme dan diskriminasi. Selain itu,

penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik
238
tentang Undang-Undang No.l Tahun 2023 tentang diskriminasi

sehingga dapat membantu dalam penegakan hukum lebih efektif.

1.5 Kerangka Konseptual

43

1.5.1 Hukum Pidana

Hukum pidana diartikan Moeljanto sebagai bagian hukum di suatu

negara dari keseluruhannya, yang menjadi dasar-dasar dan aturan-aturan

mengenai perbuatan mana boleh dan tidak boleh dilakukan yang diikuti
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dengan sanksi pidana bagi orang yang melaanggar. Hukum pidana

menentukan hukuman yang berikan kepada mercka yang melanggar.
Tindak pidana disebut sebagai bagian kum pidana yang pertama, Buku
Il dan [II KUHP menjadi sumber pokoknya. Bagian ini menentukan
hukuman yang berikan kepada yang melanggar itu kapan dan dalam hal
apa.

Asas-asas umum hukum pidana dapat disebut dalam bagian ini

dengan Buku I KUHP merupakan sumber utamanya. Hukum acara pidana

yang ketiga sebagai bagian hukum pidana yang ketiga dengan ab
undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) adalah suber utamanya.
Tujuan dari Hukum Pidana untuk menertibkan hukum, menjaga tertib
sosial, dan melindungi masyarakat bukan untuk diri sendiri. Pidana
mempunyai tujuan yang dapat disingkat dengan tiga R dan satu D :
Reformation (memperbaiki atau merehabilitasi penjahat), v:raz'nt
(mengasingkan pelanggar dari masyarakat), Retribution (pembalasan
terhadap pelanggar), dan Deferrence (mencegah kejahatan dengan
menjera atau mencegah orang lain melakukan kejahatan ®
1.5.2 Tindak Pidana

Pelanggaran hukum pidana atau tindak pidana merupakan fenomena

53

sosial pada suatu wilayah tertentu yang kejadiannya sulit diakhiri karena

perkembangan zaman yang terus berjalan dan terjadinya dinamika sosial

& ALI Mahrus, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, sinar grafika, Jakarta, h.1-2.
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karena komunikasi antar sesama dan interaksi sosial. Jika dilihat dari segi

kualitas dan kuantitasnya, segala permasalahan yang mempunyai

53
hubungan dengan tindak pidana akan menjadi suatu masalahan yang akan

sulit dilihat, sebagai penyelenggara negara pemerintah jelas akan menjadi
penanggung jawab utama selain masyarakat. Sebagai bentuk perilaku
menyimpang, Tindak Pidana melekat dan sealu ada pada setiap

masyarakat, yang dimana dapat diartikan pula sebagai kematian dan

penyakit yang terjadinya selalu berulang seperti musim yang dari tahun ke

tahun selalu berganti. Perbuatan pidana Marshall katakan sebagai omisi

atau perbuatan yang hukum larang dengan tujuan untuk melindungi
masyarakat, dan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dapat
dipidana. Tindak pidana dalam Konsep KUHP diartikan sebagai perbuatan

yang dilakukan atau tidak yang dinyatakan sebagai larangan oleh peraturan
perundang-undangan dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan

sebagai tindak pidana apabila dalam konsep, selain perbuatan tersebut

peraturan perundang-undangan larang dan ancam, harus juga bersifat
32
melawan hukum atau dengan kata lain bertentangan dengan kesadaran

hukum masyarakat. Tindak pidana apapun itu akan selalu dipandang
melawan hukum, kecuali alasan pembenarnya ada. Atas dasar beberapa

pengertian yang diuraikan sebelumnya, maka perbuatan pidana dapat
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disimpulkan sebagai perbuatan yang dilarang dan apabila melakukannya
maka akan diberikan hukuman.”

71
1.53 Norma Hukum

Norma hukum adalah seperangkat aturan yang diciptakan dan
ditegakkan oleh lembaga yang berwenang dalam suatu negara, yang
bertujuan untuk mengatur dan menertibkan perilaku manusia dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma ini bersifat mengikat dan
memiliki konsekuensi hukum apabila dilanggar, yang berupa sanksi atau
hukuman, baik sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Secara
filosofis, norma hukum hadir sebagai bagian dari upaya kolektif manusia
dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Norma
hukum tidak lahir dari ruang kosong, melainkan tumbuh dari nilai-nilai
sosial, moral, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat. la
kemudian dilembagakan melalui proses formal berupa peraturan
perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari
hak dan kewajiban individu hingga kewenangan negara.

Ciri khas dari norma hukum dibandingkan dengan norma sosial
lainnya seperti norma kesopanan atau norma agama adalah adanya
pemaksaan melalui kekuasaan negara. Artinya, bila seseorang melanggar

norma hukum, maka negara berhak dan wajib untuk mengambil tindakan

melalui aparat penegak hukum demi melindungi masyarakat secara

9 Pidada, Ida Bagus A, et al, 2022, TINDAK PIDANA DAL AM KUHP. Edited by Damayanti,
Evi, CV WIDINA MEDIA UTAMA, h. 42.
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keseluruhan. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia,
agaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, semua aspek
penyelenggaraan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum, dan
hukum menjadi panglima tertinggi.

Norma hukum juga memiliki fungsi sebagai alat rekayasa sosial
(social engineering). Artinya, melalui hukum, negara berupaya
membentuk perilaku masyarakat ke arah yang diinginkan, seperti
menciptakan kesetaraan, mencegah diskriminasi, dan menegakkan hak
asasi manusia. Dalam hal ini, norma hukum menjadi penentu apakah suatu
tindakan dinilai sah atau tidak dalam pandangan hukum positif. Sebagai
contoh, lam Undang-Undang No. | Tahun 2023 tentang KUHP, norma
hukum dituangkan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan
skriminasi ras dan etnis. Pasal 244 dan 245 memberikan batasan tegas
terhadap perbuatan yang dianggap diskriminatif serta sanksi yang
menyertainya. Ini menegaskan bahwa negara tidak hanya bersikap pasif
sebagai penjaga ketertiban, melainkan juga aktif dalam memberikan
perlindungan kepada warga negara dari lakuan yang tidak adil.

Dengan demikian, norma hukum bukan hanya sekadar aturan
tertulis, tetapi juga merupakan cerminan dari cita-cita bersama tentang
bagaimana kehidupan yang adil, damai, dan setara itu seharusnya

dijalankan. Dalam konteks skripsi ini, norma hukum menjadi fondasi

utama untuk menelaah bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur dan
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menanggulangi diskriminasi ras sebagai bentuk pelanggaran hak asasi

manusia yang serius.'?
1.5.4 Diskriminasi Ras

Diskriminasi ras merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi
manusia yang paling serius karena menyentuh aspek fundamental dari
martabat manusia. Diskriminasi ini terjadi ketika seseorang atau
sekelompok orang diperlakukan secara tidak adil hanya karena perbedaan
s, warna kulit, etnis, atau asal-usul kebangsaan. Dalam praktiknya,
diskriminasi ras sering muncul dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat
terang-terangan (eksplisit) maupun yang tersembunyi (implisit), baik
dalam ranah sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hingga dalam sistem
hukum itu sendiri. Di Indonesia, isu diskriminasi ras memiliki sejarah
panjang yang tidak terlepas dari masa penjajahan dan dinamika pasca
kemerdekaan. Warisan politik devide et impera (adu domba) yang
diterapkan oleh penjajah Belanda telah meninggalkan pola hubungan
sosial yang seringkali memicu konflik antar kelompok etnis. Pola ini terus
berlanjut dan bahkan mengalami berbagai transformasi, terutama saat
kelompok-kelompok tertentu dijadikan kambing hitam dalam berbagai

krisis nasional, seperti yang terjadi pada tragedi Mei 1998 terhadap etnis

Tionghoa.

1 Triana, Y., Hartono, W., Setiawan, J., & Muhardi, D. (2024). Peran teori social
engineering Roscoe Pound dalam mewujudkan keadilan sosial melalui penemuan hukum di
Indonesia. Journal of Social Science and Education Research, 1, 58-71.
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Diskriminasi ras bukan hanya menyangkut perlakuan tidak adil,
tetapi juga memunculkan dampak yang kompleks bagi korban, termasuk
tekanan psikologis, isolasi sosial, ketidaksetaraan ekonomi, hingga
hilangnya akses terhadap pelayanan publik yang layak. Diskriminasi
semacam ini melemahkan tatanan masyarakat dan menimbulkan
ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Oleh sebab itu, penanganan
diskriminasi ras tidak bisa hanya bersifat moral atau sosial, tetapi harus
menjadi agenda hukum dan politik negara. Dalam konteks hukum
nasional, pengakuan terhadap larangan diskriminasi ras telah ditegaskan
dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam UUD 1945 Pasal 281 gat
(2), maupun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Meskipun demikian, dalam
praktiknya, masih banyak terjadi pelanggaran, baik dalam bentuk ujaran
kebencian, marginalisasi dalam sektor pekerjaan dan pendidikan, hingga
kekerasan yang bermotif rasial, erti yang terjadi di Papua dan beberapa
daerah lainnya.

Untuk memperkuat perlindungan terhadap korban diskriminasi ras,
KUHP baru melalui Pasal 244 dan Pasal 245 memberikan dasar hukum
vang lebih tegas. Pasal-pasal ini tidak hanya menegaskan bahwa
diskriminasi ras dan etnis merupakan tindak pidana, tetapi juga
memperkenalkan sanksi pidana yang bersifat tambahan jika suatu tindak
pidana dilakukan atas dasar diskriminasi. Hal ini merupakan langkah maju

yang mencerminkan perkembangan hukum pidana menuju pendekatan
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yang lebih responsif terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan. Namun,
penegakan hukum terhadap diskriminasi ras masih menghadapi tantangan
besar. Lemahnya pelaporan, kurangnya keberpihakan aparat penegak
hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-haknya menjadi
hambatan dalam mewujudkan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu,
selain pendekatan hukum, upaya pemberantasan diskriminasi ras juga
harus disertai dengan pendidikan publik, kampanye kesetaraan, dan
penguatan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat.

Singkatnya, diskriminasi ras merupakan pelanggaran berat terhadap
nilai kemanusiaan yang harus ditangani secara serius oleh negara hukum.
Dalam konteks ini, hukum pidana menjadi alat penting untuk memberi
efek jera dan perlindungan, tetapi tidak boleh bekerja sendirian.
Kolaborasi antara penegakan hukum, pendidikan, dan kesadaran sosial
menjadi kunci untuk menciptakan Indonesia yang benar-benar menjunjung
tinggi prinsip Bhineka Tunggal Ika dan keadilan bagi semua.'!

1.6 Metode Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang terdapat pada penelitian hukum.
Informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang terkait dengan permasalahan
hukum yang diteliti dapat peneliti dapatkan melalui pendekatan tersebut. Peter
Mahmud Marzuki menyebutkan “Pendekatan-pendekatan yang digunakan di

dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (statute

n Pratiwi, D., Aprilita, D., Brilianti, F., Awalin, L. Q., & Lutfiati, S. (2024). Bentuk - Bentuk
Diskriminasi pada Siswa Kelas VI UPT SDN 2 Blitarejo. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 1(3),
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approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual
(conseptual approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan
perbandingan (comparative approach).”"

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti gunakan dalam
penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan
Peraturan Perundang — Undangan : statute approach, case approach, dan
conseptual approach. Jenis penelitian ini dipilih berdasarkan pada pemikiran
penulis bahwa tujuan dari penelitian ini menganalisis kajian hukum Dampak
Penerapan kum Pidana Dan Perspektif Undang-Undang No.l Tahun 2023
Tentang KUHP Terhadap Tindakan Diskriminasi.

1.6.1 Tipologi Penelitian

Penulis menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif yang
dimana merupakan “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai
sebuah bangunan sistem norma mengenai asas, norma, kaidah, dari
peraturan perundang-undangan, serta doktrin”. Dalam hal mendapatkan
data-data sekunder pada penelitian ini yang yang dilakukan yaitu menelaah
dan mengkaji buku dan jurnal yang terkaitngan materi penelitian. Bahan
hukum yang bersifat membatasi adalah sebagai pedoman hukum. Dalam

tinjauan penelitian ini, bahan-bahan hukum sebagai berikut."?

12 Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenanda Media
Group, h. 133

13 Peter Mahmud Marzuki. 2014, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenanda Media
Group, h. 47.
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1.6.2 Metode Pendekatan
Dalam penulisan ini metode pendekatan masalah yang diterapkan
yaitu statute approach, case approach, dan conceptual approach,
sehingga penelitian hukum yuridis normatif peneliti gunakan dalam
penelitian ini. amte approach adalah suatu metode pendekatan dengan
hukum normatif dengan pendekatan pada perundang-undangan serta
peraturan pelaksanaan lainnya yang berlaku. s‘e Approach adalah suatu
metode pendekatan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu
yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki
kekuatan hukum tetap. om:ep:ual approach adalah suatu metode
pendekatan yang berasal dari beberapa pendapat para ahli dan para sarjana

tentang hukum dan sebagai landasan pendukung seperti buku — buku,

jurnal M

1.6.3 Bahan Hukum
Dalam konteks penulisan skripsi di bidang hukum, ada dua kategori
utama badan hukum, yaitu hukum sekunder dan hukum primer. Suatu
bahan hukum yang bersumber langsung dari hukum itu sendiri disebut
dengan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan
putusan pengadilan. Sebaliknya, hukum sekunder mencakup interpretasi,

analisis, atau ulasan terhadap hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel,

dan laporan penelitian di berbagai bidang. Oleh karena itu, dalam

1 Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenanda Media
Group, h. 133.
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penelitian di bidang hukum, penulis dapat memanfaatkan beragam
sumber, baik hukum maupun non-hukum, untuk membangun argumen
yang kuat dan mendukung keberhasilan skripsi.
1.6.3.1 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, penting untuk membangun argumen
penggunaan yang kuat dan meyakinkan. Pemilihan bahan hukum harus
memperhatikan kualitas dan akurasi, dengan memahami konteks
hukum yang relevan untuk interpretasi dan aplikasi yang tepat. Bahan
hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008
124
c.  UU No.1 Tahun 1946 KUHP
d. UU No.1 Tahun 2023 KUHP
1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder memiliki peran penting dalam membuka
wawasan yang lebih luas terhadap masalah yang sedang dibahas. Buku-
buku hukum, jurnal hukum, dan kamus hukum memberikan
pemahaman mendalam tentang istilah dan konsep dalam bidang hukum.
Namun, penting untuk memilih bahan hukum sekunder yang
berkualitas dan akurat agar kontribusinya terhadap penelitian menjadi
berarti. Relevansi bahan tersebut dengan topik yang sedang dibahas

juga harus dipertimbangkan dengan baik. Dalam penulisan skripsi ini,

bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku teks karya ahli
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hukum, karya ilmiah seperti jurnal, serta hasil penelitian seperti
makalah, skripsi, atau jurnal yang dikembangkan oleh para ahli yang
memiliki hubungan langsung dengan topik penelitian.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penting bagi peneliti untuk elakukan analisis bahan hukum uang
bertujuan untuk memastikan relevansi dari bahan hukum yang digunakan
dengan isinya, terutama yang erat kaitannya dengan peraturan dalam
bidang hukum pidana terkait Dampak Penerapan ukum Pidana Dan
Perspektif Undang-Undang No.l Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap
Tindakan Diskriminasi.

Setelah bahan hukum dikumpulkan dari berbagai sumber, langkah
selanjutnya yaitu menyusun analisis secara sistematis dan logis. Penjelasan
ini meliputi pengaturan hukum terkait isu, pertimbangan terhadap
penafsiran yang berbeda, serta analisis peraturan yang relevan.

Proses pengumpulan bahan hukum ini dalam tahap persiapan
penelitian merupakan suatu langkah yang penting. Pengumpulan bahan
hukum yang teliti dan analisis yang tepat, akan membuat peneliti
mengidentifikasi masalah, memahami isu yang ada dalam Dampak
Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras am

Perspektif Undang Undang No.l Tahun 2023 Tentang KUHP serta
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menyediakan dasar kuat untuk kesimpulan atau rekomendasi dalam
penelitian tersebut.
1.6.5 Analisa Bahan Hukum
Analisa deduktif penulis terapkan dalam analisis bahan hukum yang
berlandaskan s-asas hukum, norma-norma, serta nilai-nilai yang sudah
diakui, lalu suatu sistem interpertasikan dalam hukum tersendiri untuk
dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan
Dalam proses penyusununan proposal skripsi, penulis menyusun
nclitia.n ini terdiri dari analisis lima bab, menggunakan sistematika penulisan
sebagai berikut :
Bab I : Berisikan penjelasan terkait dengan pendahuluan atau kerangka
umum. a. bab ini terdapat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Tinjauan Pustaka,
Metode Penelitian dan sistematika Penelitian.
Bab I1 : Penjelasan umum mengenai Pengertian dan Fungsi Norma Hukum
dalam Konteks Pidana dan yang kedua membahas Pemahaman dan Analisis
Terhadap Diskriminasi ras dalam KUHP Terbaru.
Bab III : Penjelasan umum mengenai uraian mengenai Bagaimana Dampak
Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindakan Diskriminasi Ras. yang terdiri
dari dua sub bab, yang pertama membahas mengenai dampak penerapan

hukum pidana terhadap pelanggaran diskriminasi dan yang kedua

membahas bagaimana tantangan dan implementasinya
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Bab IV : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan

241
ini menjawab atas pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan di atas

dan saran untuk penelitian selanjutnya.




BAB II
Formula Norma Hukum Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras Dalam

Undang-Undang No.1 Tahun 2023

Norma hukum memiliki posisi penting dalam sistem hukum pidana. la bukan
hanya aturan tertulis, tapi juga pedoman yang mengatur perilaku masyarakat dan
menetapkan batasan antara tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Norma
hukum menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan patut dikenai sanksi
pidana. Tujuannya adalah menjaga ketertiban, memberikan rasa aman, dan
melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan yang merugikan. Penegakannya
dilakukan oleh aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim. Beberapa ahli menyampaikan
pandangan berbeda tentang norma. Misalnya, J. Macionis menyebut norma sebagai
aturan yang membimbing perilaku masyarakat. Mz. Lawang melihatnya sebagai
harapan sosial, sementara Hans Kelsen memandangnya sebagai perintah
impersonal. Giddens menyatakan bahwa norma adalah prinsip konkret yang wajib
dijalankan oleh anggota masyarakat.'*

Norma hukum bersifat mengikat dan disertai sanksi jika dilanggar. la bisa
berasal dari undang-undang atau kebiasaan vyang hidup di masyarakat, dan
tujuannya tetap sama : menciptakan keteraturan sosial. Fungsi lainnya adalah
memberi arah, membatasi perilaku, dan mendorong masyarakat menyesuaikan diri

dengan lingkungan sosialnya. Norma hukum juga menjadi alat untuk menjaga

5 Wahvyu Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma
Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky,” Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 2, no. 1 (2024):
8-19.
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hak dan kewajiban warga negara tetap seimbang. Prinsip ini berlaku tanpa pandang
bulu semua orang wajib patuh pada hukum, tanpa pengecualian berdasarkan status
atau latar belakang. Artinya, norma hukum tidak hanya membatasi, tapi juga

melindungi dan mengarahkan agar tercipta masyarakat yang tertib dan adil.'®

Norma kum pidana dalam teori hukum pidana untuk perumusannya tidak
hanya sebagai aturan yang bersifat abstrak dan umum, tetapi juga sebagai suatu
sistem yang terstruktur dan memiliki unsur-unsur pembentuk yang saling berkaitan.
Dalam formula norma hukum pidana setidaknya terdapat tiga unsur utama, yaitu
subjek hukum, sanksi pidana, dan perbuatan yang dilarang. Dari ketiga unsur
tersebut, subjek hukum menjadi unsur fundamental yang menentukan siapa
penanggungjawab pidana atas suatu tindakan yang melanggar hukum. Dalam
konteks hukum pidana, subjek hukum merujuk pada pihak atau entitas yang
memiliki kapasitas hukum untuk dikenai sanksi pidana apabila melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan yang telah undang-undang atur. Hal ini dapat
diartikan juga subjek hukum sebagai pelaku atau pihak yang dapat dimintai
pertanggungjawaban a.na atas suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak
pidana. Dalam doktrin hukum pidana klasik, secara umum jek hukum dibagi
menjadi dua, yaitu individu (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon).
Namun dalam perkembangan hukum modern, khususnya dengan hadirnya ab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, cakupan subjek hukum pidana

mengalami perluasan yang signifikan.!?

M. Ali Zaidan, Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia, dalam Jurnal limiah
Kebijakan Hukum, Vol. 13, No. 1 (2019): h. 45-55,

7 Muhammad Idris Nasution, “Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian
Literatur atas KUHP Baru,” Jurnal Judge, Vol. 1, No. 1 (2023): h. 6,




26

KUHP baru Indonesia yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda
memberikan landasan yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan hukum
masa kini. Berdasarkan ketentuan yang diatur KUHP tersebut, subjek hukum tidak
lagi terbatas hanya pada warga negara Indonesia atau individu tertentu, melainkan
juga mencakup siapa saja yang berada dalam wilayah hukum Indonesia. Ini
mencakup wa:ga negara Indonesia (WNI) maupun orang asing (WNA), tanpa
memandang latar belakang status sosial, jabatan, kekuasaan, ataupun
kedudukannya dalam struktur masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip
egalitarianisme dalam hukum dijunjung tinggi, dimana iap orang memiliki
kedudukan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana termaktub dalam nsip
equality before the law. Sebagai contoh konkret, dalam konteks tindak pidana
diskriminasi, KUHP baru secara tegas menyatakan bahwa subjek kum yang dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana adalah siapa pun yang melakukan tindakan
diskriminatif, ik secara langsung maupun tidak langsung. Diskriminasi yang
dimaksud bisa mencakup diskriminasi rasial, etnis, agama, gender, hingga bentuk
diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Ketentuan ini menjadi bukti bahwa
hukum pidana tidak boleh memihak, dan pelaku dari golongan atau kedudukan
manapun dapat dikenakan sanksi jika terbukti melanggar norma yang berlaku.

Pemahaman tentang subjek hukum juga berkaitan erat dengan prinsip
pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility). Seorang subjek hukum tidak
serta-merta dapat dikenai sanksi pidana hanya karena ia melakukan suatu tindakan.

Ada unsur kesalahan (baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian), serta

adanya kemampuan bertanggung jawab secara hukum (dalam arti sehat jasmani dan
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rohani serta telah mencapai usia tertentu) yang menjadi syarat untuk dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana. lh karena itu, dalam hukum pidana
dikenal pula konsep deliquenteleeftijd atau usia minimum untuk dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana, serta asas non-imputabel bagi mereka yang tidak
cakap hukum karena gangguan jiwa atau faktor lainnya. '*Tidak hanya individu,
dalam beberapa ketentuan modern, badan hukum seperti korporasi atau lembaga
juga dapat dijadikan subjek hukum pidana. Hal ini penting dalam menjawab
tantangan zaman, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan korupsi
korporasi, pencucian uang, pelanggaran lingkungan, dan kejahatan transnasional
lainnya. Penegakan hukum terhadap badan hukum ini tentu tidak dilakukan dengan
memenjarakan entitasnya, melainkan dengan sanksi administratif, denda,
pencabutan izin, atau langkah-langkah hukum lainnya yang diatur secara khusus.
Dengan perluasan makna dan cakupan subjek hukum dalam KUHP baru,
Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip keadilan dan supremasi
hukum. Hukum tidak memandang status atau identitas pelaku, melainkan lebih
fokus pada perbuatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap masyarakat serta
negara. Hal ini selaras dengan tujuan hukum pidana secara umum, yaitu untuk
melindungi kepentingan hukum masyarakat, menjamin rasa keadilan, serta
menciptakan ketertiban sosial. Kesimpulannya, subjek hukum dalam hukum pidana

bukanlah sekadar pelaku secara fisik dari suatu kejahatan, melainkan setiap pihak

yang secara hukum memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas suatu

18 Thia Efrillia, “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana,” Krisna Law: Jurnal llmu Hukum, Vol. 6, No. 2 (2023): h. 5, E-Journal Hukum
Universitas Kristen Indonesia Dili (UKWID).
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perbuatan pidana. Dalam konteks hukum nasional, baik individu warga negara

Indonesia maupun orang asing yang berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia
dapat dikenai saanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap
norma hukum pidana yang berlaku. Perluasan subjek hukum ii menegaskan bahwa
hukum pidana memiliki daya jangkau yang luas dan berlaku secara universal untuk
menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di tengah masyarakat yang terus
berkembang.

Perbuatan yang dilarang (Actus Reus) dalam Perspektif Hukum Pidana
Dalam konstruksi norma hukum pidana, salah satu unsur esensial yang tidak dapat
diabaikan adalah perbuatan yang dilarang, ng dalam doktrin hukum pidana
dikenal dengan istilah actus reus. Secara sederhana, actus reus merujuk pada

tindakan nyata atau perilaku luar seseorang yang dilarang oleh hukum pidana dan
dapat dikenakan sanksi apabila dilakukan. Unsur ini menjadi landasan utama k
menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau
tidak. "Berbeda dengan norma hukum perdata atau administrasi yang cenderung
berfokus pada hubungan keperdataan atau pengaturan administratif, norma hukum
pidana bersifat lebih represif karena berupaya mencegah dan menindak perbuatan
yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar nilai-nilai dasar dalam
masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana harus mampu merumuskan secara jelas,

tegas, dan spesifik mengenai jenis-jenis perbuatan yang dilarang. Ketegasan ini

menjadi penting untuk menjamin asas legalitas (nullum delictum nulla poena sine

* Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya versus Deelneming Delicten,” Manazir: Jurnal
Hukum dan Syariah, Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, him. 5.
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lege), yakni bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali atas dasar aturan hukum

yang telah ada sebelumnya dan secara tegas mengatur perbuatan tersebut agai
tindak pidana.

Dalam konteks tindak pidana diskriminasi, perbuatan yang dilarang telah
diatur secara jelas dalam berbagai instrumen hukum nasional, baik dalam dang-
undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, maupun dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai berlaku dan mengatur ketentuan secara

lebih terperinci. Perbuatan diskriminatif tidak hanya terbatas pada tindakan fisik,

tetapi juga mencakup ucapan, sikap, serta penyebaran informasi g mengandung
unsur kebencian, penghinaan, atau penghasutan terhadap individu maupun
kelompok berdasarkan latar belakang ras, suku, etnis, warna kulit, agama, atau asal
usul. Beberapa contoh konkret dari perbuatan diskriminatif yang tergolong dalam
actus reus antara lain :

1. Melakukan penghinaan atau ejekan terhadap seseorang atau kelompok
tertentu karena ras atau etnisnya, baik secara langsung maupun melalui
media komunikasi.

2. Menyebarluaskan ujaran kebencian (hate speech) yang bersifat provokatif
dan berpotensi menimbulkan permusuhan antar kelompok masyarakat
melalui media sosial, media massa, atau sarana lainnya.

3. Menolak memberikan pelayanan publik atau kesempatan kerja kepada

seseorang hanya karena identitas rasial atau etnisnya.
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4. Melakukan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang didasarkan pada
prasangka diskriminatif.

Semua tindakan tersebut, jika memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam
hukum pidana, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana diskriminatif dan
pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam hal ini,
hukum pidana berperan penting sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia,
menjaga kerukunan antarumat beragama dan antar kelompok sosial, serta
menciptakan iklim sosial yang inklusif dan bebas dari prasangka serta perlakuan
tidak adil. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua bentuk ekspresi atau
pendapat dapat serta-merta dianggap sebagai perbuatan diskriminatif. Dalam sistem
hukum pidana modern, terdapat prinsip bahwa hukum pidana harus digunakan
secara proporsional dan tidak berlebihan. Oleh karena itu, dalam menentukan
apakah suatu tindakan merupakan actus reus dari tindak pidana diskriminasi, perlu
dilakukan analisis terhadap konteks, niat pelaku, serta dampak dari tindakan
tersebut terhadap masyarakat atau individu yang menjadi korban. Hal ini selaras
dengan prinsip bahwa pemidanaan harus didasarkan pada perbuatan nyata yang
menimbulkan akibat hukum, bukan sekadar pada pendapat atau keyakinan pribadi
seseorang yang belum diwujudkan dalam tindakan merugikan.

Lebih lanjut, kemajuan teknologi informasi, khususnya media sosial, turut
memperluas cakupan actus reus dalam tindak pidana diskriminasi. Saat ini, ujaran
kebencian atau tindakan diskriminatif tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap

muka, melainkan dapat disebarluaskan secara masif dan cepat melalui platform

digital. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum, di mana
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aparat penegak hukum dituntut untuk mampu mengidentifikasi perbuatan yang
masuk dalam kategori pelanggaran pidana sekaligus menjaga keseimbangan antara
kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kelompok rentan. ngan
demikian, dapat disimpulkan bahwa actus reus dalam tindak pidana diskriminasi
mencakup segala bentuk tindakan nyata, baik verbal, nonverbal, tertulis, maupun
simbolik, yang ditujukan untuk merendahkan, membedakan, atau menimbulkan
permusuhan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan identitas rasial atau
etnisnya. Penegakan terhadap larangan i tidak hanya penting untuk menegakkan
hukum, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen negara dalam membangun
masyarakat yang adil, toleran, dan anunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sanksi Pidana dalam Perspektif Teori Hukum Pidana Dalam kerangka teori
um pidana, keberadaan sanksi pidana merupakan unsur yang tidak dapat
dipisahkan dari suatu norma hukum pidana. Setelah sebelumnya dijelaskan
mengenai subjek hukum dan perbuatan yang dilarang (actus reus), maka unsur
terakhir dari norma hukum pidana adalah sanksi pidana (sfraf), yaitu konsekuensi
hukum berupa penderitaan atau apa yang dijatuhkan oleh negara kepada pelaku
tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Secara
definisi, sanksi pidana adalah reaksi resmi dari negara yang bersifat negatif terhadap
pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan hukum.
Reaksi ini dapat berupa pencabutan hak, pembatasan kebebasan, denda, atau

bahkan perampasan nyawa dalam sistem hukum tertentu (meskipun hukuman mati

kini menjadi perdebatan di berbagai negara). Tujuan utama dari penjatuhan sanksi
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pidana bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan juga untuk menegakkan
keadilan, mencegah kejahatan, dan emberikﬂn efek jera (deterrent effect) kepada
pelaku maupun masyarakat luas.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai undang-undang khusus,
sanksi pidana dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Pidana pokok, seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan
pidana mati (yang kini bersifat alternatif dan sangat terbatas penerapannya).

2. Pidana tambahan, misalnya pencabutan hak tertentu, perampasan barang,
atau pengumuman putusan hakim.

3. Pidana bersyarat atau pidana percobaan, di mana sanksi tidak langsung
dijalankan jika pelaku memenuhi syarat tertentu selama masa percobaan.

Dalam konteks tindak pidana diskriminasi, sanksi pidana menjadi alat hukum
yang digunakan negara untuk menunjukkan ketegasan terhadap pelanggaran yang
merusak prinsip-prinsip kesetaraan dan toleransi. Diskriminasi, yang pada dasarnya
merupakan perlakuan berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan faktor-
faktor yang tidak relevan secara hukum (seperti ras, suku, agama, atau etnis),
dipandang sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial dan dapat menimbulkan
konflik horizontal yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, pelaku tindakan
diskriminatif dapat dikenai sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban
hukum. bagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, disebutkan bahwa setiap orang yang

menyebarkan kebencian atau melakukan diskriminasi atas dasar ras dan etnis dapat
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dikenai gdana penjara dan/atau pidana denda. Hukuman ini berlaku baik bagi
individu maupun korporasi, tergantung pada siapa pelakunya. Dalam
implementasinya, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim memiliki
peran penting untuk menafsirkan dan menilai apakah perbuatan pelaku memenuhi
unsur diskriminasi serta layak dikenakan sanksi pidana.

Sanksi pidana juga memiliki fungsi simbolik, yaitu sebagai bentuk
penegasan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ketika
seseorang dijatuhi pidana karena melakukan tindakan diskriminatif, maka negara
pada dasarnya sedang menyampaikan pesan bahwa perbuatan tersebut bertentangan
dengan nilai adilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya bekerja sebagai mekanisme represif,
tetapi juga sebagai alat edukatif dan preventif bagi masyarakat. Namun demikian,
dalam menjatuhkan sanksi pidana, prinsip proporsionalitas dan kemanusiaan harus
tetap dijaga. Artinya, sanksi yang diberikan harus sepadan dengan tingkat kesalahan
dan dampak perbuatan pidana tersebut. Penjatuhan sanksi yang terlalu ringan dapat
menurunkan wibawa hukum, sementara sanksi yang terlalu berat dapat nggap
melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk
mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan, seperti latar
belakang pelaku, motif tindakan, tingkat kerugian, hingga potensi pelaku untuk
memperbaiki diri.

Dalam sistem KUHP baru Indonesia, terdapat kecenderungan untuk

mendorong pendekatan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan

menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
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Dalam konteks ini, sanksi pidana tidak hanya berwujud hukuman penjara, tetapi
juga dapat berupa tindakan pemulihan seperti permintaan maaf terbuka, kerja
sosial, atau pemberian ganti rugi kepada korban. Pendekatan ini semakin relevan
diterapkan dalam kasus diskriminasi, yang sering kali menimbulkan luka sosial
yang mendalam dan membutuhkan proses pemulihan secara komunal. Sanksi
pidana merupakan elemen penting dalam struktur norma hukum pidana karena
berfungsi sebagai alat untuk menegakkan norma hukum, menjaga ketertiban sosial,
dan memberikan keadilan bagi korban serta masyarakat. Dalam kasus diskriminasi,
sanksi pidana menegaskan komitmen negara untuk melindungi hak-hak dasar
warga negara dari perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi. Penjatuhan sanksi
pidana harus dilakukan secara bijaksana, adil, dan sesuai dengan asas hukum yang
berlaku, demi menciptakan sistem hukum yang bermartabat, berkeadilan, dan
menghormati hak asasi manusia.

Dengan demikian, formula norma hukum dalam konteks tindak pidana
diskriminasi ras sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) Tahun 2023, tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum yang bersifat
deklaratif, melainkan juga bersifat operasional dan dapat ditegakkan secara nyata.
Norma tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menanggapi isu-isu
diskriminasi yang semakin kompleks, terutama dalam masyarakat yang plural dan
majemuk seperti Indonesia. Kejelasan mengenai subjek hukum, perbuatan yang
dilarang (actus reus), serta sanksi pidana yang dikenakan menjadi kerangka

normatif yang utuh dalam menjamin efektivitas penegakan hukum pidana di bidang

ini. Negara, melalui formulasi norma hukum pidana dalam KUHP baru, tidak hanya
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sekadar menegaskan bahwa diskriminasi rasial adalah tindakan yang melanggar
hukum, tetapi juga hadir secara aktif dalam memberikan perlindungan nyata kepada
seluruh warga negara tanpa kecuali. Kehadiran norma tersebut juga menegaskan
pentingnya nilai-nilai dasar seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, pluralisme, dan
persatuan bangsa sebagai prinsip utama yang wajib dijaga dalam kehidupan
bernegara. Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat
represif, tetapi juga sebagai sarana rekonstruksi sosial yang mendorong masyarakat
menuju kehidupan yang inklusif, damai, dan saling menghormati. Sebagai
kelanjutan dari pembahasan ini, penting untuk mengkaji lebih lanjut pasal-pasal
yang secara eksplisit mengatur mengenai tindak pidana diskriminasi dalam KUHP
2023. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara spesifik bunyi pasal,
unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, serta relevansi dan efektivitasnya dalam
praktik penegakan hukum. Dengan demikian, analisis terhadap norma hukum
pidana ini akan menjadi lebih konkret, kontekstual, dan aplikatif dalam merespons
realitas sosial yang berkembang.
2.1 Pemahaman dan Analisis Terhadap Diskriminasi Ras dalam KUHP
Terbaru
8 .
Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak monumental
dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional Indonesia. Setelah lebih dari
satu abad menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, akhirnya Indonesia

memiliki kodifikasi hukum pidana yang lahir dari proses legislasi nasional,

disusun berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, prinsip-prinsip hak asasi
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manusia, serta kebutuhan masyarakat hukum Indonesia yang terus
berkembang. KUHP baru ini tidak hanya menghadirkan pendekatan hukum
yang lebih kontekstual dengan budaya dan realitas sosial bangsa Indonesia,
tetapi juga berupaya merespons tantangan-tantangan baru dalam kehidupan
masyarakat modern, termasuk isu-isu diskriminasi, intoleransi, serta kejahatan
berbasis kebencian (hate crimes).?"

gala.h satu aspek penting yang mendapatkan perhatian khusus dalam
KUHP 2023 adalah penguatan perlindungan terhadap hak asasi manusia,
khususnya dalam hal larangan terhadap segala bentuk diskriminasi berdasarkan
ras dan etnis. Keberadaan ketentuan-ketentuan pidana yang secara eksplisit
mengatur perbuatan diskriminatif merupakan bentuk konkret dari komitmen
negara dalam mencegah dan menindak perlakuan yang merendahkan martabat
manusia berdasarkan identitas rasial atau etnisitas tertentu. Komitmen ini juga

sejalan dengan prinsip non-diskriminasi yang dijunjung tinggi dalam berbagai
h’umen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti
temational Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (ICERD) dan iversal Declaration of Human Rights

(UDHR).”!
Dalam konteks ini, dua pasal yang sangat penting untuk dikaji secara

mendalam adalah Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP. Kedua pasal tersebut

2 Muhammad Idris Nasution, “Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian
Literatur atas KUHP Baru," Judge: Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 01 (2024), h. 16-23

21 Naila Syafa AzZahra, "Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Perspektif Hadits dan Pasal
244 KUHP," Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 1 No. 2 (2023), h. 190-
308,
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merupakan bagian dari ketentuan baru yang secara khusus mengatur mengenai

tindak pidana kebencian dan diskriminasi rasial, termasuk dalam bentuk ujaran
kebencian (hate speech) serta penyebaran konten bermuatan diskriminasi
melalui media massa maupun media digital. Formulasi dalam pasal-pasal ini
menunjukkan bahwa KUHP baru tidak hanya sekadar menyalin atau
mereproduksi ketentuan dalam undang-undang sebelumnya, tetapi juga
melakukan penguatan struktur hukum pidana agar mampu menjawab
perkembangan zaman, terutama dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi
informasi. Pasal-pasal ini lahir sebagai respons terhadap maraknya kasus-kasus
diskriminasi dan intoleransi yang sering kali berakar dari ujaran kebencian dan
stereotip negatif yang disebarluaskan di ruang publik, terutama melalui
platform digital seperti media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak
sedikit kasus di Indonesia yang menunjukkan bagaimana ujaran kebencian
berbasis ras atau etnis dapat dengan cepat menyebar dan menimbulkan
polarisasi sosial, bahkan memicu konflik horizontal yang serius. Oleh sebab
itu, ketentuan dalam Pasal 244 dan 245 KUHP tidak hanya bersifat normatif,
tetapi juga memiliki dimensi preventif dan represif, yaitu mencegah tindakan
diskriminatif sejak dini serta menindak tegas pelaku penyebar kebencian.
Lebih jauh, pentingnya kajian terhadap pasal-pasal ini juga terletak pada
perlunya penafsiran yang tepat agar implementasi hukumnya tidak
disalahgunakan atau menjadi alat kriminalisasi terhadap kebebasan
berpendapat. Di satu sisi, negara memang wajib melindungi warga dari ujaran

kebencian dan perlakuan diskriminatif. Namun di sisi lain, penegakan hukum




38

terhadap pelanggaran pasal-pasal ini harus dilakukan secara proporsional, adil,
58

dan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga, termasuk hak atas
41
kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu,
pembahasan dalam subbab ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara spesifik
ketentuan dalam Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP 2023, menganalisis unsur-
unsur norma yang terkandung di dalamnya, serta mengevaluasi relevansi,
efektivitas, dan potensi penerapannya dalam praktik hukum pidana di
(50)

Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang
komprehensif mengenai bagaimana KUHP baru berupaya membangun sistem
hukum yang lebih responsif terhadap isu diskriminasi dan kebencian, sekaligus
menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

Untuk dapat memahami secara komprehensif norma hukum yang
mengatur tentang larangan diskriminasi ras dan etnis dalam KUHP 2023,
penting untuk terlebih dahulu mencermati redaksi normatif dari Pasal 244 dan

Pasal 245. Kedua pasal ini merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana

Indonesia yang menyesuaikan diri dengan dinamika sosial perkembangan
teknologi informasi yang semakin pesat. Berikut ini dari kedua pasal
sebagaimana tercantum arn Undang-Undang Nomor | Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 244 “Setiap Orang yang
melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan

pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan

pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
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dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori IIL.” Pasal 245 “Setiap Orang yang melakukan
perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul,
pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan
diskriminasi ras dan etnis, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).”
Pasal 244 KUHP baru secara eksplisit mengatur mengenai tindakan

diskriminasi yang dilakukan berdasarkan ras dan etnis. Dalam pasal ini,
ditegaskan bahwa setiap ntuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau
pemilihan yang didasarkan pada identitas rasial atau etnis seseorang dan yang
berdampak pada terganggunya pelaksanaan hak-hak asasi manusia merupakan
tindak pidana. Ruang lingkup diskriminasi g dimaksud dalam pasal ini tidak
hanya terbatas pada tindakan yang bersifat langsung (langsung menyatakan
kebencian), tetapi juga mencakup tindakan-tindakan yang mengakibatkan
pencabutan atau pengurangan hak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk:

a. Hak sipil (misalnya hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang

setara),

b. Hak politik (misalnya hak memilih dan dipilih),

c. Hak ekonomi (misalnya hak atas pekerjaan),

d. Hak sosial (misalnya akses terhadap pelayanan publik),

e. Hak budaya (misalnya hak untuk mengekspresikan identitas budaya atau

bahasa).
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Pasal ini penting dalam konteks negara Indonesia yang multikultural dan
multietnis. gara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari
tindakan diskriminatif yang bisa memicu perpecahan sosial, konflik horizontal,
atau marginalisasi kelompok tertentu. Ketentuan ini juga sejalan dengan
komitmen internasional Indonesia, seperti yang tercantum dalam onvcnsi
Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
(ICERD), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 29
Tahun 1999. Jika Pasal 244 menitikberatkan pada perlindungan hak dari
diskriminasi dalam konteks sipil dan sosial, maka Pasal 245 KUHP mengambil
pendekatan pemberatan pidana terhadap pelaku kejahatan berat yang didorong
oleh motif diskriminatif. Dalam pasal ini, ditentukan bahwa apabila seseorang
melakukan kejahatan serius, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan,
perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan
dan terbukti bahwa tindakannya dilandasi oleh kebencian atau prasangka
terhadap ras atau etnis tertentu, maka hukuman yang dikenakan dapat
diperberat hingga sepertiga dari ancaman pidana pokoknya.

Dengan kata lain, pasal ini menegaskan bahwa motif kejahatan menjadi
faktor yang memberatkan (aggravating factor) dalam proses penjatuhan
hukuman. Hal ini mencerminkan perkembangan dalam sistem hukum pidana
modern yang tidak hanya menilai suatu tindak pidana dari aspek perbuatannya
semata (actus reus), tetapi juga dari niat atau dorongan di balik perbuatan

tersebut (mens rea).

Misalnya :
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Jika seseorang melakukan penganiayaan yang pada dasarnya diancam

dengan hukuman penjara selama 5 tahun, dan terbukti bahwa tindakan
tersebut dilatarbelakangi oleh kebencian rasial, maka hukumannya bisa
ditambah hingga sepertiga, menjadi maksimal 6 tahun 8 bulan.

Implikasi Hukum dan Sosial Kedua pasal ini, jika dibaca secara
komprehensif, merupakan upaya sistemik dalam memperkuat peran hukum
pidana sebagai alat rekayasa sosial (social engineering). Kehadiran Pasal 244
dan 245 menjadi simbol penting bahwa negara tidak hanya mengakui adanya
diskriminasi rasial sebagai masalah sosial, tetapi juga menyatakannya secara
tegas sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini sangat
penting dalam konteks penegakan hukum di era digital, di mana ujaran
kebencian, stereotip negatif, dan tindakan diskriminatif sangat mudah
menyebar melalui media sosial. Dengan adanya ketentuan yang jelas, maka

79
aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, memiliki dasar

hukum yang kuat untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana
diskriminasi ras dan etnis.

Secara menyeluruh, Pasal 244 dan Pasal 245 dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menunjukkan adanya arah baru
dalam pembentukan norma hukum pidana di Indonesia. Keduanya
mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan hukum yang semata-
mata bersifat represif dan formalistik menuju pendekatan yang lebih inklusif,

responsif, dan progresif. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik

dan multikultural, pengaturan terhadap tindak pidana diskriminasi ras dan etnis
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menjadi sangat relevan dan mendesak, mengingat sejarah panjang serta potensi
laten konflik sosial berbasis identitas yang masih dapat terjadi di berbagai
wilayah. Norma-norma yang terkandung dalam Pasal 244 dan 245 tidak
berhenti sebagai ketentuan deklaratif atau simbolik belaka. Artinya, kedua
pasal ini tidak sekadar menunjukkan sikap negara terhadap tindakan
diskriminatif, tetapi juga memberikan landasan yang konkret dan operasional
dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, pasal-pasal i tidak hanya
bersifat normatif, tetapi juga bersifat praktis dalam upaya melindungi warga
negara dari ancaman nyata tindakan diskriminasi yang dapat merusak sendi-
sendi kehidupan bersama dalam masyarakat.

Pasal 244 secara khusus memberikan batasan hukum yang tegas
terhadap berbagai bentuk pembedaan dan perlakuan tidak setara yang
berdasarkan pada ras dan etnis, terlebih jika perlakuan tersebut mengakibatkan
pengurangan atau pencabutan hak-hak dasar seseorang di bidang kehidupan
sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Sementara Pasal 245
menambahkan dimensi pemberatan pidana apabila suatu kejahatan dilakukan
dengan latar belakang diskriminasi rasial atau etnis. al ini menunjukkan
bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya menilai tindakan dari segi
akibatnya, tetapi juga dari motif atau niat diskriminatif di baliknya, yang dinilai
sebagai faktor yang memperberat tingkat kesalahan pelaku. Keberadaan kedua
pasal ini juga mencerminkan bentuk nyata dari hadiran negara dalam

menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara secara setara. Dalam

negara hukum yang demokratis, negara berkewajiban tidak hanya memberikan
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perlindungan hukum terhadap hak-hak individu, tetapi juga memastikan bahwa
tidak ada satu kelompok masyarakat pun yang menjadi korban marginalisasi,
diskriminasi, u perlakuan tidak adil karena latar belakang identitasnya.
Penegasan ini menjadi penting terutama dalam konteks Indonesia yang
memiliki keragaman suku, ras, dan etnis yang sangat kompleks.

Dengan kata lain, Pasal 244 dan 245 tidak hanya memiliki arti penting
dari sudut pandang dogmatika hukum pidana, tetapi juga mengandung nilai
strategis dalam membangun harmoni sosial, memperkuat toleransi antar warga,
serta menumbuhkan kesadaran hukum yang egaliter dan inklusif. Melalui
pengaturan ini, hukum pidana diharapkan tidak hanya menjadi alat represif
untuk menghukum, tetapi juga instrumen preventif dan edukatif dalam
menjaga kerukunan serta persatuan bangsa. Oleh karena itu, pengaturan
mengenai dak pidana diskriminasi ras dan etnis dalam KUHP yang baru ini
merupakan salah satu bukti nyata bahwa hukum pidana Indonesia mulai
menyesuaikan diri dengan tantangan zaman dan semakin menunjukkan
keberpihakan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Ketegasan pasal-pasal
tersebut menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk
diskriminasi, dan hwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang
adil dan setara di hadapan hukum terlepas dari asal usul ras, suku, maupun
etnisnya.

16}
Unsur-Unsur Normatif dalam Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP dalam

ilmu hukum pidana, norma hukum tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk atau

rambu-rambu perilaku, tetapi juga sebagai dasar bagi penegakan sanksi pidana
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terhadap perilaku tertentu yang dianggap melanggar kepentingan hukum yang
dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, untuk memahami dan mengaplikasikan
suatu norma hukum pidana secara tepat, sangat penting untuk mengidentifikasi
ur-unsur normatif yang terkandung dalam pasal yang bersangkutan.

Pasal 244 dan Pasal 245 lam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023) merupakan ketentuan hukum wnggara khusus mengatur tindak
pidana yang bermotifkan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Untuk menilai
apakah suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal ini, maka perlu
dilakukan analisis terhadap unsur-unsur normatif yang menyusun keduanya.
Secara umum, unsur-unsur tersebut meliputi : (1) subjek hukum, (2) perbuatan
yang dilarang, (3) bentuk atau cara perbuatan dilakukan, dan (4) sanksi pidana.

Subjek Hukum Pasal 244 dan 245 KUHP menggunakan istilah "setiap
orang" sebagai subjek hukum. Artinya, semua individu baik WNI, WNA,
pejabat, maupun masyarakat umum dapat dikenai pasal ini tanpa pengecualian.
Ini menunjukkan bahwa hukum pidana berlaku universal dan menegaskan
prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada kekebalan bagi pelaku
diskriminasi ras dan etnis, siapa pun mereka. Negara hadir untuk melindungi
semua warga dari segala bentuk perlakuan diskriminatif. Perbuatan yang
dilarang Pasal 244 melarang tindakan diskriminasi seperti membedakan,
membatasi, atau mengecualikan seseorang karena ras atau etnis, terutama jika
hal itu berdampak pada hilangnya hak-hak mereka. Sementara itu, Pasal 245

mengatur tentang tindak pidana umum seperti pembunuhan atau penganiayaan

yang dilakukan karena motif diskriminasi. Motif diskriminatif inilah yang
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menjadi faktor utama dan memberatkan. Artinya, pelaku tidak hanya dihukum
karena perbuatannya, tetapi juga karena niat kebencian yang mendasarinya.

Bentuk perbuatan Pasal 244 mencakup diskriminasi baik secara
langsung maupun tidak langsung, termasuk tindakan yang menyebabkan
kerugian dalam hak sipil, politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Tidak hanya
kekerasan fisik, pengucilan sosial atau diskriminasi dari lembaga juga
termasuk. Dalam Pasal 245, bentuknya berupa tindak pidana yang sudah
dikenal, tetapi dengan latar belakang diskriminatif misalnya penganiayaan
karena kebencian terhadap ras tertentu. Jika terbukti, ancaman pidananya dapat
ditambah sepertiga dari maksimal hukuman. Sanksi Pidana Pasal 244 mengatur
pidana penjara maksimal tu tahun atau denda paling banyak kategori I1I,
tergantung berat ringannya perbuatan. Sedangkan Pasal 245 menambahkan
hukuman pada tindak pidana pokok jika dilakukan karena motif diskriminatif,
yaitu ditambah sepertiga dari ancaman hukuman maksimal. Ini menunjukkan
bahwa diskriminasi ras dan etnis dipandang sebagai keadaan yang
memberatkan dan harus dihukum lebih tegas. Pendekatan ini mencerminkan
komitmen negara dalam melindungi kelompok rentan dan mendorong keadilan
yang setara bagi semua.

Dengan demikian, analisis terhadap unsur-unsur normatif yang
terkandung am Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP bukan hanya merupakan
pendekatan teoritis semata, melainkan juga memiliki signifikansi praktis dalam

penerapan hukum pidana. Penguraian terhadap unsur-unsur tersebut yang

mencakup subjek hukum, perbuatan yang dilarang, cara atau bentuk perbuatan
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dilakukan, serta ancaman sanksinya yang berperan sebagai landasan penting
dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai
tindak pidana diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Tanpa pemahaman yang
mendalam terhadap struktur norma pidana tersebut, akan sangat sulit bagi
cgak hukum untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan
secara tepat sasaran dan tidak menyimpang dari prinsip legalitas. Dalam
konteks ini, aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan
hakim memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengkaji setiap elemen dari
norma yang bersangkutan sebelum menyatakan bahwa suatu tindakan telah
memenuhi unsur-unsur pidana diskriminatif. Misalnya, mereka perlu
membuktikan bahwa tindakan tersebut benar-benar didasari oleh motif
diskriminasi terhadap ras atau etnis tertentu, dan bukan semata-mata karena
alasan pribadi atau konflik individual biasa. Pemahaman terhadap motif
diskriminatif i tidak hanya bergantung pada fakta empiris, tetapi juga pada
kemampuan untuk mengaitkan peristiwa hukum dengan konteks sosial, politik,
dan budaya tempat peristiwa tersebut terjadi.

Lebih jauh, proses identifikasi dan interpretasi unsur-unsur norma ini
juga penting untuk njamin bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil
dan proporsional. Artinya, setiap individu yang melakukan tindak diskriminatif
harus diproses secara hukum dengan berlandaskan pada bukti dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, tanpa ada perlakuan yang diskriminatif balik

dari aparat penegak hukum itu sendiri. Di sisi lain, sanksi pidana yang

diberikan harus mencerminkan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan,
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bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga sebagai bentuk edukasi

221
hukum kepada masyarakat agar menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan

hidup berdampingan dalam keberagaman. Ketentuan dalam Pasal 244 dan 245

KUHP juga menjadi bukti bahwa negara hadir secara nyata dalam upaya
melindungi hak-hak dasar setiap warganya tanpa diskriminasi. Hal ini

merupakan implementasi dari prinsip-prinsip asasi manusia yang telah
dijamin dalam konstitusi serta berbagai perjanjian internasional yang telah
diratifikasi oleh Indonesia, seperti rnational Convention on the Elimination
of All Forms of Racial Discrimination (ICERD). Oleh karena itu, keberadaan
dan penerapan pasal-pasal ini tidak dapat dipandang sebagai sekadar simbol
hukum, tetapi harus diwujudkan sebagai perangkat hukum yang benar-benar
operasional, efektif, dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial
masyarakat.

Pada akhirnya, pemahaman dan penerapan unsur-unsur normatif dalam
pasal-pasal tersebut bukan hanya menjadi tugas para penegak hukum, tetapi
juga menjadi bagian dari kesadaran hukum kolektif seluruh elemen
masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat
represif yang menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen
preventif yang menanamkan aj-nilaj keadilan, kesetaraan, dan
penghormatan terhadap martabat manusia di tengah masyarakat yang majemuk

seperti Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana diskriminasi ras

dan etnis, apabila dilakukan secara konsisten dan berlandaskan pada
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pemahaman norma yang tepat, akan menjadi fondasi yang kokoh bagi

terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkeadaban.

Perbandingan dengan KUHP Lama : Pasal 156 dan 157 sebelum
diberlakukannya ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, ketentuan mengenai
tindak pidana ujaran kebencian atau tindakan diskriminatif terhadap golongan
tertentu telah diatur, meskipun secara terbatas, dalam KUHP lama. Dua pasal
yang relevan dalam konteks ini adalah al 156 dan Pasal 157 KUHP lama,
yang secara umum mengatur mengenai pernyataan permusuhan terhadap suatu
golongan dan penyebaran materi yang memuat kebencian tersebut kepada
khalayak umum.

235

Pasal 156 KUHP menyatakan bahwa :
“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian
atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia,
dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Sedangkan Pasal 157 KUHP berbunyi :
“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan
atau gambar di muka uwmum yang mengandung pernyataan perasaan
permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa

golongan rakyvat Indonesia, dengan maksud supava isinva diketahui atau

lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua
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tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah.

(2) Jika pelaku melakukan kejahatan tersebut dalam jabatannva dan pada
waktu menjalankan pekerjaannyva, maka dapat dijatuhkan pencabutan hak
untuk menjalankan jabatan tersebut.”

Kedua pasal ini pada dasarnya menjadi cikal bakal atau fondasi awal dari
perumusan tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian terhadap
golongan tertentu. Akan tetapi, dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali
dianggap kurang memadai karena tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk-
bentuk diskriminasi tertentu seperti diskriminasi berbasis ras, etnis, agama,
atau asal usul, serta tidak menjangkau bentuk-bentuk baru dari penyebaran
kebencian seperti yang terjadi melalui media sosial dan teknologi digital.
Keterbatasan tersebut menjadi celah hukum yang menyulitkan penegakan
hukum, terutama dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat modern yang
semakin kompleks dan beragam. Misalnya, dalam konteks digital, penyebaran
ujaran kebencian melalui platform daring seperti media sosial sering kali tidak
dapat dijangkau secara efektif oleh ketentuan dalam KUHP lama, karena tidak
diatur secara tegas tentang penggunaan sarana elektronik sebagai media
perbuatan pidana.

elain itu, KUHP lama juga tidak secara eksplisit memberikan
perlindungan terhadap kelompok yang menjadi korban diskriminasi berbasis
identitas ras dan etnis, meskipun secara umum menyebut "golongan rakyat

Indonesia." Frasa ini menimbulkan interpretasi yang cukup luas dan berpotensi
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ambigu, sehingga tidak jarang menimbulkan keraguan dalam proses penegakan
hukum. Pembaruan hukum pidana melalui diundangkannya dﬂng-Undﬂng
Nomor | Tahun 2023 tentang KUHP merupakan langkah signifikan dalam
merespons tantangan hukum yang semakin kompleks, terutama dalam hal
perlindungan terhadap kelompok masyarakat dari tindak pidana diskriminasi,
ujaran kebencian, dan kekerasan berbasis ras dan etnis. Bila dibandingkan
dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 156 dan 157 KUHP lama, KUHP
baru khususnya melalui Pasal 244 dan 245 menghadirkan sejumlah perbedaan
fundamental sekaligus menunjukkan peningkatan dalam aspek kualitas norma,
lingkup perlindungan, serta efektivitas penegakan hukum.
1. Spesifikasi Bentuk Diskriminasi
Salah satu kelemahan utama dalam KUHP lama terletak pada
sifatnya yang sangat umum. Pasal 156 dan 157 hanya menyebutkan
istilah “golongan rakyat Indonesia” tanpa memberikan penjelasan lebih
lanjut tentang apa yang dimaksud dengan golongan tersebut. Hal ini
menimbulkan kerancuan dalam interpretasi, apakah yang dimaksud
adalah golongan berdasarkan suku, agama, ras, etnis, profesi, atau
kategori sosial lainnya. Akibatnya, penerapan pasal tersebut dalam
praktik hukum sering kali bersifat terbatas dan tidak konsisten.
Sebaliknya, KUHP baru memberikan kejelasan yang jauh lebih tinggi.
Pasal 244 secara eksplisit menyebutkan diskriminasi berdasarkan ras
dan etnis sebagai perbuatan yang dilarang, sehingga tidak menimbulkan

multitafsir dalam penerapannya. Dengan mengadopsi istilah-istilah
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yang telah diakui dalam standar hak asasi manusia internasional,
pengaturan ini memperlihatkan bahwa KUHP baru berupaya untuk
selaras dengan prinsip-prinsip universal tentang anti-diskriminasi >

2. Peningkatan Aspek Perlindungan Hak Asasi Manusia

KUHP baru lebih menitikberatkan pada perlindungan asasi

manusia. Dalam Pasal 244, disebutkan bahwa diskriminasi yang
menyebabkan pencabutan atau pengurangan asasi manusia dan
kebebasan dasar dalam kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi,
sosial, dan budaya dapat dipidana. Ini menunjukkan cakupan
perlindungan yang luas dan komprehensif, yang sebelumnya belum
secara eksplisit diatur dalam KUHP lama. KUHP lama hanya fokus
pada ekspresi kebencian yang bersifat verbal atau visual, tanpa
mempertimbangkan dampak sistemik yang mungkin ditimbulkan oleh
diskriminasi tersebut terhadap hak individu. KUHP baru tidak hanya
mengatur bentuk pernyataan diskriminatif, tetapi juga dampak dan
tujuan dari tindakan tersebut, termasuk bila hal itu mempengaruhi akses
seseorang terhadap hak-haknya sebagai warga negara.

3. Pengakuan terhadap Motif Diskriminatif sebagai Faktor Pemberat
Pidana

Salah satu inovasi penting dalam KUHP baru adalah adanya

unsur pemberatan hukuman bagi tindak pidana umum yang dilakukan

22 Marfu'ah Latifatuzzahro, "Pembaharuan Hukum Mengenai Diskriminasi Ras dan Etnis
pada Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2023 tentang KUHP Perspektif HAM
dalam Islam," Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024.
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dengan motif diskriminatif. Hal ini tercermin dalam Pasal 245 KUHP,

yang menyatakan bahwa pidana terhadap perbuatan seperti
pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian dengan kekerasan,
atau perampasan kemerdekaan dapat ditambah sepertiga apabila
dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Konstruksi seperti ini
tidak ditemukan dalam KUHP lama, yang belum mengenali pentingnya
motif atau niat diskriminatif sebagai faktor yang memperberat tindak
pidana. Dengan demikian, KUHP baru menunjukkan kemajuan dalam
aspek keadilan substantif, karena mengakui bahwa tidak semua tindak
pidana berdiri dalam konteks yang netral, beberapa kejahatan dapat
memiliki motivasi ideologis atau kebencian yang sangat berbahaya bagi
kerukunan sosial.
Penyesuaian dengan Konteks Sosial dan Teknologi

KUHP lama lahir dalam konteks masyarakat yang belum
mengenal teknologi digital seperti saat ini. Akibatnya, aturan-aturan
dalam KUHP lama menjadi usang dan tidak relevan dalam menghadapi
kejahatan di era informasi. Ujaran kebencian, misalnya, kini banyak
dilakukan melalui media sosial atau platform digital lainnya, tetapi hal
tersebut tidak dapat dijangkau secara eksplisit oleh Pasal 156 dan 157
KUHP lama. Sebaliknya, KUHP baru secara konseptual dan normatif
lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Meskipun tidak secara
khusus menyebut media sosial dalam Pasal 244 dan 245, pemaknaan

terhadap frasa "perbuatan diskriminasi ras dan etnis" dapat mencakup
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berbagai sarana, termasuk sarana teknologi informasi. Hal ini
memberikan fleksibilitas hukum bagi aparat penegak hukum untuk
menyesuaikan norma dengan perkembangan teknologi komunikasi
yang terus berubah.
5. Penegasan Peran Negara dalam Mencegah Diskriminasi

Kelebihan lainnya dari KUHP baru adalah adanya penegasan
lebih kuat terhadap peran negara sebagai pelindung hak setiap
warganya dari tindakan diskriminatif. Dalam sistem hukum modern,
negara memiliki tanggung jawab positif tidak hanya untuk tidak
melakukan diskriminasi, tetapi juga mengambil langkah-langkah aktif
untuk mencegah diskriminasi oleh pihak lain. KUHP baru
menginternalisasi semangat ini dengan mengriminalisasi perbuatan
diskriminatif secara lebih tegas dan progresif.

Dengan diundangkannya KUHP baru melalui gdaﬂg-Undaﬂg Nomor |
Tahun 2023, khususnya Pasal 244 dan Pasal 245, hukum pidana Indonesia telah
menunjukkan suatu kemajuan yang signifikan dalam merespons tantangan
zaman serta dinamika masyarakat yang semakin majemuk. Kedua pasal ini

tidak sekadar memperbarui atau menggantikan ketentuan-ketentuan yang telah

ada dalam KUHP lama, melainkan juga merefleksikan transformasi paradigma
hukum pidana nasional dari pendekatan yang semata-mata represif menuju
pendekatan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berbasis pada perlindungan

hak asasi manusia. Pasal 244 dan 245 tidak hanya memberikan batasan yang

jelas mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan diskriminatif berdasarkan
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ras dan etnis, tetapi juga memperluas cakupan perlindungan terhadap individu
atau kelompok yang selama ini rentan mengalami perlakuan tidak adil. Ini
merupakan bentuk nyata dari pengakuan negara terhadap pentingnya menjaga
martabat manusia, serta mewujudkan prinsip kesetaraan di tengah masyarakat
yang pluralistik. Negara, melalui pasal-pasal ini, tidak hanya melarang
perbuatan diskriminasi, tetapi juga memberikan dasar hukum bagi aparat
penegak hukum untuk mengambil langkah konkret dalam menindak pelaku
diskriminasi dan melindungi korban secara efektif.”

Perbedaan yang dibawa oleh KUHP baru tidak berhenti pada aspek teknis
atau redaksional semata. Lebih dari itu, ia membawa perubahan yang bersifat
substansial, yakni menggeser orientasi hukum pidana dari sekadar sebagai alat
untuk menghukum pelaku kejahatan, menjadi instrumen negara dalam menegakkan
keadilan sosial, menjamin hak-hak sipil, dan memperkuat solidaritas antarwarga
negara. Prinsip non-diskriminasi yang diusung dalam pasal-pasal ini juga sejalan
dengan amanat konstitusi serta komitmen Indonesia terhadap berbagai konvensi
internasional tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 244 dan
245 dalam KUHP baru dapat dipandang sebagai simbol dari kehadiran negara yang
lebih progresif dan berempati, yang tidak hanya hadir untuk menghukum, tetapi
juga untuk melindungi. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam
menciptakan ruang publik yang aman, l, dan setara bagi setiap warga negara

tanpa memandang latar belakang ras, etnis, agama, atau asal usul sosialnya. Dengan

2 Dhandy Parindo, Ahmad Arizal, dan Rifky Rahmadani, “Penerapan Konsep Dasar HAM
dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023,”
Jurnal Hukum Indonesia 3, no. 3 (2024): 129-142.
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demikian, pembaruan ini patut diapresiasi tidak hanya sebagai reformasi hukum,
tetapi juga sebagai fondasi penting dalam membangun peradaban hukum nasional

yang berkeadilan, humanis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.**

24 M. Nanda Setiawan, Syariffuddin, dan Chindi O. Y. Afita, “Reformasi Sistem Hukum
Pidana Melalui KUHP Baru: Tantangan dan Peluang Menuju Keadilan Sosial,” Jurnal Hukum Das
Sollen 11, no. 1 (2025): 79-94,
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BAB 111
Dampak Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Diskriminasi

55
Ras Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Hukum pidana yang diterapkan terhadap tindakan diskriminasi ras memiliki
dampak yang signifikan dalam menciptakan keadilan sosial dan perlindungan hak
asasi manusia. Fungsi dari hukum pidana yaitu sebagai alat untuk menegakkan
norma-norma sosial dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi,
termasuk diskriminasi rasial. Pertama, hukum pidana yang diterapkan dapat
memberikan pelaku diskriminasi efek jera. Dengan adanya ancaman hukuman,
individu atau kelompok yang berpotensi melakukan tindakan diskriminasi akan
berpikir dua kali sebelum melakukannya. Penting sekali hal ini dilakukan untuk
menghormati perbedaan dan lingkungan menjadi inklusisf.>

Kedua, hukum pidana juga berperan dalam memberikan perlindungan
kepada korban diskriminasi. Ketika tindakan diskriminasi diakui sebagai tindak
pidana, korban memiliki saluran hukum untuk mencari keadilan. Ini tidak hanya
membantu individu yang terdampak, tetapi juga mengirimkan pesan bahwa
masyarakat tidak mentolerir diskriminasi dalam bentuk apapun. Namun, penerapan
hukum pidana tidak selalu berjalan mulus. Dalam penegakan hukum terdapat

beberapa hal yang menjadi tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak

25 pidana Delik Diskriminasi Rasial https:/www.upnvj.ac.id/id/berita/2019/08/pidana-
delik-diskriminasi-rasial. html
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hukum tentang isu diskriminasi rasial, serta stigma sosial yang masih melekat pada
kelompok

minoritas. Selain itu, ada risiko bahwa hukum pidana dapat disalahgunakan untuk
menargetkan kelompok justru dapat memperburuk situasi diskriminasi, selanjutnya
penting untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara
melaporkan tindakan diskriminasi.

Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat dapat mendorong
lebih banyak orang untuk melaporkan pelanggaran, sehingga penegakan hukum
dapat dilakukan dengan lebih efektif. Dalam konteks yang lebih luas, penerapan
hukum pidana terhadap diskriminasi ras juga berkontribusi pada pembentukan
norma sosial yang lebih baik. Ketika masyarakat melihat bahwa tindakan
diskriminasi tidak hanya dilarang secara moral tetapi juga secara hukum, hal ini
dapat mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap kelompok rasial tertentu.
Secara keseluruhan, penerapan hukum pidana terhadap tindakan diskriminasi ras
memiliki potensi untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Namun,
komitmen semua pihak menjadi penentu keberhasilan penerapan ini termasuk
pemerintah, masyarakat luas, dan aparat penegak hukum, untuk bersama-sama
melawan diskriminasi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

Hukum pidana merupakan hukum yang paling sulit dikarenakan hukum
pidana memiliki banyak segi, tiap seginya memiliki artian sendiri lagi pula hukum
pidana mempunyai ruang lingkup yang luas dan ada pula bersifat sempit, Sebagai

salah satu cabang ilmu hukum, hukum pidana mempunyai peran yang penting dan

langsung berkaitan dengan tindakan pelanggaran serta kejahatan. Secara
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sederhananya dapat diartikan sebagai Hukum pidana dapat didefinisikan saebagai
seperangkat aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan
hukum dan bagi pelakunya dapat diberikan sanksi pidana. Kejahatan-kejatahan
serta pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan umum diatur dalam hukum
pidana.®® Menjadi h satu cabang dari tata hukum di Indonesia, hukum pidana
juga berada arnping cabang hukum dagang, hukum perdata, hukum administrasi
dan lain sebagainya. Hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri tetapi masih terkait
dengan cabang hukum lainnya, terdapat hubungan yang berkaitan pada keduanya.
Selain terkait pada cabang hukum, hukum pidana juga punya hubungan dengan
psikologi, ekonomi, sosiologi dan lainnya.

Sebagai gian dari keseluruhan hukum disuatu negara, hukum pidana
mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk segala perbuatan yang menjadi
larangan dengan sanksi tindak pidana tertentu sebagai ancaaman untuk siapa saja
yang melanggarnya. Hukum pidana menegakkan ketertiban untuk masyarakat, hal
ini dikarenakan hukum idana bisa memunyai sanksi untuk orang yang melanggar
hukum.

Secara teoritis, hukum pidana dibagi menjadi 2 diantaranya yaitu pidana
materiil (hukum pidana substantif) dan hukum pidana formil (hukum acara pidana).
Hukum pidana materiil yang lazim disebut hukum pidana saja, mengatur tentang

perbuatan perbuatan apa yang dapat di pidana, syarat-syarat apa yang menyatakan

pidana dan sanksi pidana. Sedangkan hukum acara pidana menurut Sudarto ialah

26 Kansil, C.S.T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Balai
Pustaka.
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aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat
penegak hukum dan pihak-pihak atau orang lain yang terlibat di dalamnya apabila
ada persangkaan kalau hukum pidana dilanggar. Hukum pidana materiil dan hukum
pidana formil mempunyai hubungan yang erat, karena melalui hukum acara pidana
maka hukum pidana materiil dapat ditegakkan.”’
istematika KUHP lama terdiri dari 3 buku:

a. Buku [ tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103)

b. Buku Il tentang Kejahatan (Pasal 104-488)

c. Buku [II tentang Pelanggaran (Pasal 489-569)

Di dalam hukum pidana terdapat beberapa as-asas penting dalam Hukum
Pidana, asas hukum pidana adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan
dalam sistem hukum pidana suatu negara. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman
dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum pidana. Asas hukum pidana
mencakup nilai-nilai moral dan etis yang menjadi dasar normatif dari pembentukan
hukum. Beberapa asas penting yang menjadi landasan hukum pidana antara lain:

1. Asas Legalitas
Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu
tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah
secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan

yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Asas ini memastikan bahwa tidak

ada perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan itu tidak diatur dalam

27 Soedarto. 1983. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, (Kajian Terhadap
Pembaruan Hukum Pidana), Bandung : Sinar Biru
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suatu peraturan terlebih dahulu. Prinsip ini juga melarang penggunaan
analogi dalam menentukan adanya tindak pidana.
Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)
adalah prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat
dipidana jika tidak ada kesalahan atau niat jahat dalam dirinya saat
melakukan perbuatan pidana tersebut. Prinsip ini menekankan bahwa untuk
menjatuhkan pidana, harus ada dua elemen utama : niat jahat (mens rea) dan

perbuatan (actus reus).

. Asas Teritorial

Asas teritorial menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-
undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan
pidana di wilayah Indonesia. Ini berarti bahwa hukum pidana Indonesia
memiliki yuridiksi atas semua tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah

negara.

. Asas Nasional Aktif

Asas nasionalitas aktif atau asas personalitas menyatakan bahwa
ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara
Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia.
Asas ini memastikan bahwa warga negara Indonesia tetap tunduk pada
hukum pidana nasional meskipun berada di luar negeri.

Asas Nasional Pasif
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Asas nasionalitas pasif adalah prinsip hukum pidana yang
menyatakan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua
tindak pidana yang merugikan kepentingan negara, meskipun tindak pidana
tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia. Asas ini diatur dalam Pasal 5
UU 1/2023 tentang KUHP baru.?

Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga
ketertiban, keamanan, dan keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Tanpa adanya
hukum pidana yang mengatur dan memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar,
maka kejahatan akan merajalela dan menimbulkan kekacauan. Hukum pidana juga
berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Ancaman sanksi pidana diharapkan dapat
mencegah orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dan
membahayakan kepentingan umum. Dengan demikian, hukum pidana turut
berperan dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam kehidupan
bermasyarakat.

Namun di sisi lain, penerapan hukum pidana juga harus dilakukan secara
hati-hati dan selektif. Hukum pidana hendaknya menjadi upaya terakhir (u/timum
remedium) setelah upaya-upaya lain dianggap tidak memadai. Penerapan sanksi
pidana vang terlalu berlebihan justru dapat menimbulkan efek negatif dan
mengganggu rasa keadilan di masyarakat.

Diskriminasi adalah lﬂkuﬂn tidak adil terhadap individu atau kelompok

berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras, jenis kelamin, agama, atau status

2 Mengenal Hukum Pidana: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya, diakses pada
https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/mengenal -hukum-pidana/
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sosial. Tindakan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk diskriminasi

ras, gender, ekonomi, dan agama, yang sering kali berakar dari stereotip dan

prasangka yang mendalam dalam masyarakat. riminasi dapat terjadi di
berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.
Misalnya, dalam dunia kerja, seseorang mungkin tidak mendapatkan pekerjaan atau
promosi karena warna kulit atau jenis kelamin mereka. Dalam pendidikan, siswa
dari kelompok tertentu ungkin tidak mendapatkan akses yang sama terhadap
sumber daya atau dukungan yang diperlukan untuk berhasil.

Penting juga untuk menyadari bahwa diskriminasi tidak selalu bersifat
terbuka, sering kali ia dapat muncul dalam bentuk yang lebih halus, seperti
mikroagresi yang dapat memiliki dampak yang sama merugikannya. Upaya untuk
mengatasi diskriminasi memerlukan kesadaran kolektif dan komitmen untuk
encipta_kan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua individu tanpa
memandang latar belakang mereka.skriminasi adalah tindakan, sikap, atau
perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyudutkan atau
merugikan kelompok lain. Biasanya, diskriminasi terjadi ketika satu kelompok
yang lebih besar atau lebih dominan memperlakukan kelompok yang lebih kecil
atau minoritas dengan cara yang tidak adil. Diskriminasi dapat dipicu oleh berbagai
perbedaan, seperti suku, budaya, warna kulit, status sosial, dan agama.

Dampak diskriminasi gat luas dan dapat mempengaruhi berbagai aspek
kehidupan, termasuk kesehatan mental, sosial, dan ekonomi. Secara mental, korban

diskriminasi sering mengalami tekanan emosional, depresi, dan kecemasan.

Perasaan terisolasi dan rendah diri dapat muncul yang mengakibatkan keengganan
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untuk mencari bantuan atau dukungan. Dalam jangka panjang, ini dapat
menyebabkan masalah kesehatan mental yang serius. Dari segi sosial, diskriminasi
dapat merusak hubungan antar kelompok dan menciptakan ketegangan dalam
masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada segregasi, di mana kelompok tertentu
terpisah dari yang lain, mengurangi kesempatan untuk interaksi dan pemahaman
antar budaya. Diskriminasi juga dapat menghambat partisipasi individu dalam
kegiatan sosial dan politik, yang pada gilirannya mengurangi suara dan pengaruh
mereka dalam pengambilan keputusan.?’

Dalam segi ekonominya, diskriminasi dapat menyebabkan kesenjangan
dalam kesempatan kerja dan upah. Individu yang mengalami diskriminasi ngkin
tidak mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan dan pelatihan yang
membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Ini
menciptakan us kemiskinan yang sulit diputus, di mana kelompok yang
terdiskriminasi terus mengalami kesulitan ekonomi. Dampak diskriminasi juga
dapat terlihat dalam kebijakan publik dan hukum. Diskriminasi yang sistemik dapat
mengarah pada pembuatan undang-undang yang tidak adil, yang memperkuat
ketidaksetaraan dan membatasi hak-hak kelompok tertentu. Ini menciptakan
lingkungan di mana diskriminasi dianggap normal atau dapat diterima, sehingga
memperburuk situasi. Secara keseluruhan, dampak diskriminasi sangat merugikan,
tidak hanya bagi individu yang menjadi korban, tetapi juga bagi masyarakat secara

keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan kesadaran,

¥ ). Danandjaja, Diskriminasi terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di
Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera, n.d.
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pendidikan, dan kebijakan yang mendukung kesetaraan dan inklusi. Upaya kolektif

diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi semua orang.

Harapan adanya Undang-Undang mengenai diskriminasi adalah
berkurangnya kasus diskriminasi di Indonesia, tetapi sampai saat ini permasalahan
diskriminasi masih saja terjadi di Indonesia. Bahkan banyak yang tidak menyadari

atas tindakan diskriminasi tersebut di dalam kehidupan schari-hari.
Hukum pidana dapat memberikan sanksi tegas terhadap pelaku diskriminasi
ras melalui pengaturan delik khusus yang mengatur tindakan diskriminatif. Sanksi

ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi hak asasi manusia, serta
memastikan keadilan bagi korban diskriminasi. Diskriminasi ras diatur dalam ab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang terkait, seperti UU
No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal 156
KUHP mengancam pelaku yang menyatakan permusuhan atau kebencian terhadap
golongan tertentu dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau denda. al
28 Ayat 2 UU ITE juga mengatur tentang penyebaran informasi yang menimbulkan
kebencian berdasarkan u, agama, ras, dan antar golongan, dengan sanksi penjara
hingga enam tahun dan denda.

Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang Penghapusan
Segala bentuk Diskriminasi Rasial (1965) melalui UU No. 29 Tahun 1999.
Konvensi itu menjadi pedoman pembentukan UU No.40 Tahun 2008 tentang

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sesuai dengan Pokok-Pokok Konvensi,

maka Indonesia selaku negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut
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mempunyai  kewajiban-kewajiban tertentu.’® Mengingat konvensi tersebut
mengatur tentang larangan untuk menerapkan diskriminasi ras yang diwujudkan
dengan pembedaan, pengucilan, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada
ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis, kepada siapa pun
dengan dalih apa pun, baik terhadap warga negara maupun bukan warga negara.
Jadi secara tidak langsung konvensi tersebut menjadi rambu-rambu dalam usaha
kebijakan formulasi peraturan hukum pidana yang anti tindak diskriminasi.

asca sepuluh tahun lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, sejumlah tantangan masih banyak
ditemukan. Temuan atas survei vyang dilakukan oleh Komnas HAM
menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi ras dan
etnis masih perlu ditingkatkan. ata Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM) mencatat sedikitnya terdapat 101 pelanggaran ras dan etnis dalam rentang
tahun 2011-2018. Berbagai aduan publik tersebut meliputi beragam spektrum
praktik diskriminasi seperti pembatasan terhadap pelayanan publik, maraknya
politik etnisitas/identitas, pembubaran ritual adat, diskriminasi atas hak
kepemilikan tanah bagi kelompok minoritas, dan akses ketenagakerjaan yang
belum berkeadilan.

Menurut peneliti senior Komnas HAM Elfansuri, data tersebut juga

menunjukkan bahwa tingkat segregasi sosial di masyarakat masih tinggi

30 Kamang, A. E., Sepang, M., & Pinasang, B. (2021). Kajian Tindak Pidana Diskriminasi
Ras Dan Etnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras Dan Etnis. Lex Crimen, 10(5).
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tunjukkan dengan tingkat persetujuan lebih dari 80%. Potensi akan adanya
tindakan diskriminasi ras dan etnis memiliki probabilitas yang cukup besar, atau
setidaknya hal ini mengidentifikasikan sikap permisif sebagian masyarakat atas
tindakan diskriminasi ras dan etnis yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan
empat bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis di dalam UU 40 Tahun 2008,
secbanyak lebih dari 70% mayoritas responden mengaku tidak pernah melihat
praktik diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Namun sebagian dari responden
mengaku bahwa dirinya pernah melihat berbagai bentuk dan aktivitas diskriminasi
di fasilitas umum milik pemerintah seperti kelurahan, sekolah, puskesmas, dan
lainnya. Memperkuat hal tersebut, lebih dari 90% responden mengaku bahwa
dirinya belum pernah mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis. Temuan ini
memiliki dua kemungkinan, tindakan diskriminasi ras dan etnis memang benar-
benar sangat jarang terjadi atau, yang mengkhawatirkan adalah pemahaman
masyarakat tentang bentuk-bentuk diskriminasi ras dan etnis selama ini tidak cukup
memadai sehingga menganggap tindakan-tindakan diskriminasi tersebut bukan
merupakan tindakan pelanggaran hukum yang serius. *'Jika asumsi kedua benar
adanya, maka dibutuhkan kerja keras semua pemangku kepentingan untuk
memberikan penyadaran bagi masyarakat terkait bentuk-bentuk diskriminasi ras
dan etnis

Peran aparat penegak hukum dalam menangani tindakan diskriminasi sangat

penting untuk menciptakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Aparat

31 Potensi Diskriminasi Ras dan Etnis Sangat Tinggi, diakses pada

.go.id/index.php/news/2018/11/19/687

ctnis-sangat-tinggi.html|
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penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memiliki tanggung jawab untuk
menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak, serta memastikan bahwa semua
individu diperlakukan setara di depan hukum. Dalam konteks diskriminasi, rat
penegak hukum harus mampu mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus yang
melibatkan perlakuan tidak adil berdasarkan ras, gender, agama, atau faktor lainnya.
Mereka perlu dilatih untuk memahami berbagai bentuk diskriminasi dan
dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, mereka juga harus berkomitmen untuk
menerapkan prinsip-prinsip cadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan
hubungan dan reparasi bagi korban.

Pentingnya peran aparat penegak hukum juga terlihat dalam upaya
pencegahan diskriminasi. Mereka harus aktif dalam lakukan sosialisasi dan
edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka, serta mekanisme hukum
yang tersedia untuk melawan diskriminasi. Dengan meningkatkan kesadaran
hukum, masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-
haknya. Namun, tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani
diskriminasi tidaklah sedikit. Terdapat kemungkinan adanya bias atau prasangka
dalam penegakan hukum, yang dapat menghambat keadilan. eh karena itu,
penting bagi lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi dan reformasi
internal guna memastikan bahwa semua tindakan mereka sesuai dengan prinsip-
prinsip keadilan dan kesetaraan.

Secara keseluruhan, peran aparat penegak hukum dalam menangani tindakan

diskriminasi sangat krusial. Mereka tidak hanya bertugas menegakkan hukum,

tetapi juga berperan sebagai pelindung hak asasi manusia dan agen perubahan
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sosial. Dengan komitmen yang kuat dan pendekatan yang tepat, aparat penegak
hukum dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Aparat
penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam menangani tindakan
diskriminasi di masyarakat. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk,

224
termasuk berdasarkan ras, gender, agama, atau status sosial. Oleh karena itu, peran

44
mereka sangat penting dalam menciptakan keadilan dan perlindungan hak asasi
manusia. Identifikasi Kasus Diskriminasi adalah langkah awal yang krusial dalam
penegakan hukum. Proses ini melibatkan beberapa aspek pendidikan dan pelatihan

aparat penegak hukum perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai
mengenai hak asasi manusia dan berbagai bentuk diskriminasi. atihan ini harus
mencakup pemahaman tentang undang-undang yang melindungi hak-hak individu,
serta cara mengenali tanda-tanda diskriminasi dalam masyarakat. Aparat penegak
hukum harus aktif dalam mengumpulkan informasi dari masyarakat. Ini bisa
dilakukan melalui laporan masyarakat, pengaduan resmi, atau observasi langsung.
Penting bagi mereka untuk menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan
aman bagi korban diskriminasi untuk melaporkan kasus mereka.

Setelah menerima laporan, aparat penegak hukum harus melakukan analisis
awal untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi kriteria diskriminasi. Ini
melibatkan pengumpulan bukti, wawancara dengan saksi, dan penilaian konteks
sosial yang lebih luas. Proses penanganan kasus diskriminasi setelah
mengidentifikasi kasus diskriminasi, langkah selanjutnya adalah penanganan kasus
tersebut. Proses ini meliputi aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan

yang menyeluruh dan tidak memihak. Ini termasuk mengumpulkan bukti,
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melakukan wawancara dengan semua pihak yang terlibat, dan mempertimbangkan
semua perspektif. Penyelidikan harus dilakukan dengan sensitivitas terhadap
kondisi korban dan potensi dampak psikologis yang mungkin mereka alami.

Setelah penyelidikan, aparat penegak hukum harus menerapkan hukum yang
relevan. Ini bisa melibatkan penuntutan pelaku diskriminasi, baik melalui jalur
pidana maupun perdata, tergantung pada sifat dan dampak dari tindakan
diskriminasi tersebut. Penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara
konsisten dan adil. Dukungan bagi korban aparat penegak hukum juga harus
memberikan dukungan kepada korban diskriminasi. Ini bisa berupa rujukan ke
layanan konseling, perlindungan hukum, atau bantuan dalam proses hukum.
Dukungan ini sangat penting untuk embantu korban pulih dari pengalaman
traumatis yang mereka alami.

Pencegahan diskriminasi merupakan langkah penting tuk menciptakan
masyarakat yang adil dan setara. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk,
termasuk diskriminasi ras, gender, agama, dan disabilitas, yang semuanya dapat
merugikan individu dan kelompok tertentu. Untuk mencegah diskriminasi,
beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, pendidikan dan kesadaran masyarakat
sangat penting. Melalui program didikan yang menekankan nilai-nilai
kesetaraan dan penghormatan terhadap perbedaan, individu dapat lebih memahami
dampak negatif dari diskriminasi. Sekolah, lembaga pemerintah, dan organisasi

non-pemerintah dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi dan

mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia.
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Kedua, penerapan kebijakan yang tegas dan jelas terhadap diskriminasi di
tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari juga sangat penting. Perusahaan dan
institusi harus memiliki kebijakan anti-diskriminasi yang jelas, serta mekanisme
pelaporan yang aman bagi korban diskriminasi. Selain itu, pelatihan bagi karyawan
tentang kesetaraan dan inklusi dapat membantu menciptakan lingkungan kerja g
lebih baik. Ketiga, dukungan hukum dan perlindungan bagi korban diskriminasi
harus diperkuat. Pemerintah perlu astikan bahwa undang-undang yang ada
ditegakkan dengan baik dan memberikan perlindungan yang memadai bagi individu
yang mengalami diskriminasi. Ini termasuk akses ke pengadilan dan bantuan
hukum bagi mereka yang ingin melaporkan tindakan diskriminasi.

Keempat, penting untuk membangun solidaritas antar kelompok. Masyarakat
harus didorong untuk bekerja sama dalam mengatasi diskriminasi, baik melalui
kampanye sosial, dialog antar kelompok, maupun kegiatan komunitas yang
mempromosikan keragaman dan inklusi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini,
diharapkan diskriminasi dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat hidup dalam
harmoni, saling menghormati, dan menghargai perbedaan satu sama lain.
cegahan diskriminasi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga
tanggung jawab kolektif yang memerlukan komitmen dari semua pihak.

3.1 Dampak dan Efektivitas Penerapan kum Pidana dalam
Penanganan Kasus Diskriminasi Ras
Penerapan hukum pidana dalam menangani kasus diskriminasi ras di

Indonesia telah mengalami beberapa perkembangan signifikan, terutama

dengan adanya pembaruan dalam KUHP. Penerapan hukum pidana terhadap




72

7
tindakan diskriminasi ras di Indonesia, baik menurut Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) lama maupun yang baru, memiliki dampak signifikan
dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dan penegakan keadilan. Dalam
KUHP lama, diskriminasi ras tidak secara eksplisit diatur sebagai tindak
pidana, sehingga penegakan hukum terhadap kasus-kasus diskriminasi sering
kali terhambat. Namun, beberapa pasal yang berkaitan dengan kejahatan
terhadap martabat manusia dapat digunakan untuk menuntut pelaku
diskriminasi. Misalnya, al-pasal yang mengatur tentang pencemaran nama
baik atau penghasutan dapat diterapkan dalam konteks diskriminasi ras,
meskipun tidak secara langsung, seperti contohnya di pasal 310
KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

Dengan adanya pembaruan dalam KUHP baru, yang diharapkan lebih
responsif terhadap isu-isu sosial, termasuk diskriminasi ras, terdapat
penekanan lebih jelas terhadap perlindungan hak asasi manusia. KUHP
baru mencakup ketentuan yang lebih spesifik mengenai tindakan diskriminasi,
memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menuntut pelaku
diskriminasi ras. Misalnya, pasal-pasal yang mengatur fentang kejahatan
terhadap kemanusiaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan dapat
digunakan untuk menindaklanjuti kasus-kasus diskriminasi ras.

Dampak dari penerapan hukum pidana ii tidak hanya terbatas pada
penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek pencegahan. ngan adanya

sanksi yang jelas dan tegas terhadap tindakan diskriminasi, diharapkan dapat

menurunkan angka diskriminasi ras di masyarakat. Selain itu, penerapan
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hukum pidana yang efektif juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat
akan pentingnya menghormati perbedaan dan mencegah tindakan
diskriminatif. Diskriminasi ras merupakan salah satu isu sosial yang mendalam
dan kompleks, g tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi
korban, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. egakan hukum
yang efektif sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia dan
memastikan keadilan bagi semua warga negara. Dalam konteks ini, perubahan
ari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama ke KUHP baru
membawa harapan baru dalam penanganan kasus-kasus diskriminasi ras.
Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa diskriminasi ras merujuk pada

perlakuan yang tidak adil atau merugikan seseorang atau sekelompok orang
berdasarkan ras atau etnisitas mereka. Diskriminasi ini dapat terjadi dalam
berbagai bentuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pengucilan sosial,
perlakuan yang tidak setara dalam akses terhadap layanan publik, pendidikan,
pekerjaan, dan hak-hak sipil lainnya. alam konteks ini, hukum scharusnya
berfungsi sebagai alat ?ntuk melindungi individu dari perlakuan yang tidak adil
dan memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan martabat dan hak
yang sama. Namun, dalam KUHP yang lama, tidak terdapat pasal yang secara
khusus mengatur tentang diskriminasi ras. **Hal ini menciptakan celah hukum

yang signifikan, di mana tindakan diskriminatif dapat terjadi tanpa adanya

sanksi yang jelas. Meskipun terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan

32 Rastra, M., & Muksin, S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum
Pidana Indonesia. In Jurnal Sapientia et Virtus, 8(1).
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untuk menuntut pelaku, seperti pasal pencemaran nama baik dan penghasutan,
penerapannya sering kali tidak efektif. Salah satu alasan utama adalah
ketidakjelasan definisi dan ruang lingkup tindakan diskriminasi yang diatur
dalam pasal-pasal tersebut.

Ketidakjelasan ini berakar dari beberapa faktor. Pertama, definisi
diskriminasi ras dalam konteks hukum Indonesia belum diatur secara tegas.
Tanpa adanya definisi yang jelas, sulit untuk menentukan tindakan mana yang
dapat dikategorikan sebagai diskriminasi. Misalnya, apakah tindakan tertentu
yang dianggap merugikan individu berdasarkan ras dapat dikategorikan
sebagai diskriminasi, ataukah itu hanya merupakan perbedaan perlakuan yang
sah? Ketidakjelasan sering kali menyebabkan kebingungan di kalangan
penegak hukum, pengacara, dan masyarakat umum. Kedua, ruang lingkup
tindakan diskriminasi yang diatur dalam pasal-pasal yang ada juga sangat
terbatas. Misalnya, pasal pencemaran nama baik lebih berfokus pada
perlindungan reputasi individu daripada perlindungan terhadap kelompok ras
tertentu. Hal ini membuat sulit untuk menuntut tindakan diskriminasi yang
lebih sistematis atau terstruktur, yang mungkin tidak secara langsung
merugikan individu tetapi tetap menciptakan lingkungan yang tidak adil bagi
kelompok tertentu.*

Ketiga, penerapan hukum yang tidak konsisten juga menjadi masalah.

Dalam banyak kasus, tindakan diskriminasi mungkin tidak dilaporkan atau

33 Triyanto. (2012). Perlindungan Warga Negara Dari diskriminasi ras dan etnis. Pendidikan
Kewarganegaraan Progresif, 7(40).
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diabaikan oleh penegak hukum karena kurangnya pemahaman atau kesadaran
tentang isu ini. Selain itu, stigma sosial dan ketakutan akan pembalasan dapat
mbuat korban enggan untuk melaporkan tindakan diskriminasi yang mereka
alami. Akibatnya, banyak kasus diskriminasi ras tidak pernah sampai ke
pengadilan, dan pelaku tidak pernah diadili. Dalam konteks ini, penting untuk
mengembangkan kerangka hukum vang lebih komprehensif dan jelas untuk
menangani diskriminasi ras. Hal ini dapat mencakup pengaturan yang lebih
spesifik dalam undang-undang, termasuk definisi yang jelas tentang
diskriminasi ras, serta sanksi yang tegas bagi pelaku. Selain itu, endidikan dan
kesadaran masyarakat tentang isu diskriminasi ras juga perlu ditingkatkan,
sehingga masyarakat dapat lebih memahami hak-hak mereka dan berani
melaporkan tindakan diskriminasi.

Secara keseluruhan, ketidakjelasan dalam pengaturan diskriminasi ras

dalam KUHP yang lama menciptakan tantangan besar dalam upaya penegakan
hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk mengatasi masalah ini,
diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh dan komitmen dari semua pihak

untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Diskriminasi ras
a.k hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga merupakan masalah moral
dan etika yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat.
Proses penuntutan dalam kasus diskriminasi ras rupakan salah satu
aspek yang paling krusial dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi

manusia. Namun, dalam praktiknya, proses ini sering kali terhambat oleh

berbagai kendala yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah kurangnya
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bukti yang kuat untuk mendukung klaim diskriminasi. Dalam banyak kasus,

tindakan diskriminasi tidak selalu terjadi dalam bentuk yang jelas dan dapat
diukur, sehingga sulit untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk
membuktikan bahwa diskriminasi telah terjadi. Misalnya, diskriminasi dapat
terjadi dalam bentuk perlakuan yang tidak adil dalam konteks pekerjaan,
pendidikan, atau layanan publik, yang mungkin tidak selalu dapat
didokumentasikan secara langsung. Ketika korban mengalami perlakuan yang
tidak adil, mereka mungkin tidak memiliki bukti fisik yang cukup untuk
mendukung klaim mereka, seperti saksi atau dokumen yang menunjukkan
adanya diskriminasi. Hal ini membuat proses penuntutan menjadi sangat
menantang, karena beban pembuktian sering kali berada di tangan korban.
Selain itu, membuktikan niat jahat dari pelaku juga menjadi tantangan
tersendiri. Dalam hukum, niat jahat atau "mens req" adalah elemen penting
yang harus dibuktikan untuk menunjukkan bahwa pelaku memiliki maksud
untuk melakukan tindakan diskriminatif. Namun, niat jahat sering kali sulit
untuk dibuktikan, terutama dalam kasus-kasus di mana diskriminasi terjadi
secara sistematis atau terstruktur. Pelaku mungkin tidak secara eksplisit
menyatakan niat mereka untuk mendiskriminasi, dan tindakan mereka
mungkin tampak sebagai kebijakan atau praktik yang sah. Dalam situasi seperti
ini, membuktikan bahwa tindakan tersebut didasarkan pada ras atau etnisitas
seseorang menjadi sangat rumit. Tanpa bukti yang jelas dan kuat, proses

penuntutan dapat terhambat, dan pelaku mungkin tidak pernah diadili.
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Kendala lain yang signifikan dalam proses penuntutan adalah stigma
sosial yang melekat pada korban diskriminasi. Dalam banyak budaya, termasuk
di Indonesia, ada anggapan bahwa melaporkan tindakan diskriminasi adalah
tanda kelemahan atau ketidakmampuan untuk menghadapi masalah. Korban
sering kali merasa terisolasi dan takut akan stigma yang mungkin mereka
hadapi jika mereka melaporkan tindakan diskriminasi. Ketakutan akan
pembalasan dari pelaku atau bahkan dari masyarakat sekitar juga dapat
membuat korban enggan untuk melapor. Dalam beberapa kasus, korban
mungkin merasa bahwa melaporkan tindakan diskriminasi tidak akan
membawa hasil yang positif, sehingga mereka memilih untuk diam dan tidak
mengambil tindakan lebih lanjut. Hal ini menciptakan siklus di mana tindakan
diskriminasi terus berlanjut tanpa adanya konsekuensi bagi pelaku.

Ketidakpahaman masyarakat tentang hak-hak mereka juga menjadi
kendala yang signifikan dalam proses penuntutan. Banyak individu tidak
menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi, dan
mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara melaporkan tindakan diskriminasi
yang mereka alami. Kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang isu
diskriminasi ras dapat menyebabkan korban merasa tidak berdaya dan tidak
memiliki saluran untuk mencari keadilan. Dalam banyak kasus, mereka
mungkin tidak tahu bahwa ada lembaga atau organisasi yang dapat membantu

mereka dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan

3% Haidarrani, A., Hairani, J, Marthalia, S. N., Mubarokah, W., Fidiyani, R., &
Sastroatmodjo, S. (n.d.). Diskriminasi dalam Penegakan Hukum terhadap Kelompok Minoritas
Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik di Indonesia.
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kampanye kesadaran untuk memberdayakan masyarakat agar lebih memahami

hak-hak mereka dan berani melapor jika mereka mengalami diskriminasi.

Selain itu, proses penuntutan juga dapat terhambat oleh kurangnya
dukungan dari lembaga penegak hukum. Dalam beberapa kasus, arat
penegak hukum mungkin tidak memiliki pelatithan atau pemahaman yang
memadai tentang isu diskriminasi ras, sehingga mereka tidak dapat menangani
kasus-kasus ini dengan serius. Ketidakpahaman ini dapat menyebabkan
penanganan kasus yang tidak memadai, di mana laporan korban diabaikan atau
tidak ditindaklanjuti. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan masyarakat
terhadap sistem hukum dapat menurun, dan korban mungkin merasa bahwa
tidak ada gunanya melapor.

Secara keseluruhan, kendala dalam proses penuntutan kasus
diskriminasi ras mencakup berbagai faktor, mulai dari kurangnya bukti yang
kuat, kesulitan dalam membuktikan niat jahat pelaku, stigma sosial, hingga
ketidakpahaman masyarakat tentang hak-hak mereka. Untuk mengatasi
kendala-kendala ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak,
termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil,
dan masyarakat umum. Pendidikan dan kesadaran tentang isu diskriminasi ras
harus ditingkatkan, dan sistem hukum perlu diperkuat untuk cmberikan
perlindungan yang lebih baik bagi korban. Hanya dengan cara ini, proses

penuntutan dapat berjalan lebih efektif, dan keadilan bagi korban diskriminasi

ras dapat tercapai.
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Keadilan yang tidak memadai dalam penanganan kasus diskriminasi ras
merupakan salah satu isu yang mendesak dan memerlukan perhatian serius.
Meskipun terdapat upaya untuk menggunakan sal-pasal yang ada dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menuntut pelaku
diskriminasi, hasil yang diperoleh sering kali tidak memuaskan bagi korban.
Hal ini menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam di kalangan
masyarakat, terutama bagi mereka yang menjadi korban tindakan diskriminatif.

Salah satu alasan utama mengapa keadilan sering kali tidak tercapai
adalah karena sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tidak sebanding dengan
dampak yang ditimbulkan oleh tindakan diskriminasi. Dalam banyak kasus,
pelaku mungkin hanya dikenakan sanksi administratif atau hukuman ringan
yang tidak mencerminkan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan.
Misalnya, dalam kasus diskriminasi di tempat kerja, seorang pelaku mungkin
hanya dikenakan denda kecil atau peringatan, sementara korban mungkin
mengalami kerugian yang signifikan, baik secara emosional maupun finansial.
Kerugian ini bisa berupa kehilangan pekerjaan, stigma sosial, atau bahkan
dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental korban. Ketidakadilan
tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh masyarakat luas yang
melihat bahwa tindakan diskriminasi tidak mendapatkan konsekuensi yang
setimpal.

Selain itu, proses hukum yang panjang dan berbelit-belit juga

berkontribusi pada ketidakpuasan terhadap hasil penuntutan. Banyak korban

yang harus melalui proses hukum yang melelahkan dan memakan waktu,
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sering kali tanpa jaminan bahwa mereka akan mendapatkan keadilan. Dalam
beberapa kasus, proses ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun, dan
selama waktu tersebut, korban mungkin merasa tertekan dan terasing.
Ketidakpastian mengenai hasil akhir dari proses hukum ini dapat membuat
korban merasa putus asa dan kehilangan harapan untuk mendapatkan keadilan.
Dalam situasi seperti ini, banyak korban yang akhirnya memilih untuk tidak
melanjutkan proses hukum, yang pada gilirannya mengurangi jumlah kasus
yang ditangani dan menciptakan kesan bahwa diskriminasi dapat dilakukan
tanpa konsekuensi.

Rasa ketidakadilan ini juga diperparah oleh kurangnya transparansi
dalam proses hukum. Banyak korban merasa bahwa mereka tidak mendapatkan
informasi yang cukup mengenai perkembangan kasus mereka, dan keputusan
yang diambil oleh pengadilan atau lembaga penegak hukum sering kali tidak
dijelaskan dengan baik. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan kekecewaan
dan ketidakpuasan, karena korban merasa bahwa suara mereka tidak didengar
dan hak-hak mereka diabaikan. Dalam konteks i, penting untuk menciptakan
sistem yang lebih transparan dan akuntabel, di mana korban dapat memahami
proses hukum dan merasa bahwa mereka memiliki peran dalam pencarian
keadilan.

Di samping itu, ada juga faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi
persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam kasus diskriminasi. Dalam

beberapa komunitas, tindakan diskriminasi mungkin dianggap sebagai hal yang

biasa atau bahkan dapat diterima, sehingga masyarakat tidak merasa perlu
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untuk menuntut keadilan. Stigma sosial terhadap korban diskriminasi dapat
membuat mereka merasa terasing dan tidak didukung oleh masyarakat sekitar.
Ketidakpahaman masyarakat tentang isu diskriminasi dan hak-hak korban juga
dapat menyebabkan kurangnya dukungan bagi mereka yang berjuang untuk
mendapatkan keadilan. Dalam konteks ini, penting untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang isu diskriminasi dan pentingnya perlindungan
hak asasi manusia.

Keadilan yang tidak memadai dalam penanganan kasus diskriminasi ras
juga dapat menciptakan siklus ketidakadilan yang lebih luas. Ketika pelaku
tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, hal ini dapat mendorong tindakan
diskriminasi lebih lanjut, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh individu
lain yang melihat bahwa tindakan diskriminasi tidak mendapatkan
konsekuensi. Ini menciptakan lingkungan di mana diskriminasi dianggap
sebagai hal yang dapat diterima, dan korban merasa semakin terpinggirkan.
Dalam jangka panjang, hal ini dapat sak kohesi sosial dan menciptakan
ketegangan antar kelompok dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, keadilan yang tidak memadai dalam penanganan
kasus diskriminasi ras menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam di
kalangan masyarakat. Sanksi yang tidak sebanding dengan dampak tindakan
diskriminasi, proses hukum yang panjang dan berbelit-belit, kurangnya
transparansi, serta stigma sosial terhadap korban semuanya berkontribusi pada
masalah ini.tu.k mengatasi isu ini, diperlukan reformasi yang komprehensif

dalam sistem hukum dan penegakan hukum, serta upaya untuk meningkatkan
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kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia.
Hanya dengan cara ini, keadilan yang sejati dapat dicapai, dan masyarakat
dapat bergerak.

Penegakan hukum yang lebih kuat dalam konteks diskriminasi ras di

67

Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam revisi Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Dalam KUHP lama, meskipun terdapat
beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menuntut pelaku diskriminasi,
seperti pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan
penghasutan, pendekatan ini sering kali tidak memadai untuk memberikan
keadilan yang seharusnya bagi korban. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan
definisi dan ruang lingkup tindakan diskriminasi yang diatur, serta kurangnya
ketegasan dalam penegakan hukum yang mengakibatkan banyak kasus
diskriminasi tidak terproses secara hukum. Korban sering kali merasa
terabaikan dan tidak mendapatkan perlindungan yang layak, sehingga
menimbulkan ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang ada.

Dengan hadirnya KUHP baru, terdapat perubahan signifikan yang
memberikan penekanan lebih jelas terhadap tindakan diskriminasi, terutama
diskriminasi ras. KUHP baru mencakup pasal-pasal yang secara khusus
mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan dan perlindungan kelompok rentan,
g memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menuntut pelaku
diskriminasi. Misalnya, pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan

diskriminasi secara eksplisit mendefinisikan berbagai bentuk diskriminasi dan

menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Hal ini tidak hanya
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memberikan kejelasan hukum, tetapi juga menciptakan kesadaran yang lebih
besar di masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan
perlakuan yang setara bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang
ras, etnis, atau agama.

Lebih jauh lagi, KUHP baru juga mendorong penegakan hukum yang
lebih proaktif dalam menangani kasus-kasus diskriminasi. Dengan adanya
mekanisme pelaporan yang lebih baik dan dukungan bagi korban, diharapkan
akan ada peningkatan dalam jumlah kasus yang dilaporkan dan ditindaklanjuti.
Penegak hukum diharapkan untuk lebih peka terhadap isu-isu diskriminasi dan
memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dampak sosial dari tindakan
diskriminasi. Selain itu, latihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum
mengenai hak asasi manusia dan perlindungan kelompok rentan njadi sangat
penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan
baik dan adil.

Pentingnya penegakan hukum yang lebih kuat dalam konteks
diskriminasi ras tidak hanya terletak pada aspek hukum semata, tetapi juga
pada upaya membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Dengan adanya KUHP baru yang lebih komprehensif, diharapkan akan tercipta

kesadaran kolektif di masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan
dan menolak segala bentuk diskriminasi. Hal ini akan berkontribusi pada
terciptanya lingkungan sosial yang lebih harmonis, di mana setiap individu

merasa aman dan dihargai. Dengan demikian, penegakan hukum yang lebih

kuat dalam konteks diskriminasi ras melalui KUHP baru bukan hanya sekadar
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penegakan hukum, tetapi juga merupakan langkah penting menuju perwujudan
58
keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Penerapan hukum pidana dalam menangani kasus diskriminasi ras di
Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan
adanya pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

247
baru. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan komitmen negara untuk
melindungi hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan kesadaran akan
pentingnya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Diskriminasi
ras, yang sering kali berakar dari stereotip dan prasangka, dapat menimbulkan
dampak yang merugikan tidak hanya bagi individu yang menjadi korban, tetapi
juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan hukum
pidana yang efektif dalam menangani kasus-kasus ini menjadi sangat penting.

Salah satu dampak positif dari penerapan hukum pidana yang lebih tegas
dalam menangani diskriminasi ras adalah meningkatnya kesadaran masyarakat
tentang isu-isu diskriminasi. Dengan adanya pasal-pasal baru dalam KUHP
yang secara eksplisit mengatur tindakan diskriminasi, masyarakat diharapkan
akan lebih memahami bahwa diskriminasi bukanlah hal yang dapat diterima.
Penegakan hukum yang lebih aktif terhadap pelaku diskriminasi dapat
memberikan pesan yang jelas bahwa tindakan tersebut tidak akan ditoleransi.
Hal ini dapat mendorong individu dan kelompok untuk lebih berhati-hati dalam

berperilaku dan berkomunikasi, serta mengurangi tindakan diskriminatif yang

mungkin terjadi di masyarakat.
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Namun, efektivitas penerapan hukum pidana dalam menangani kasus
diskriminasi ms%ak hanya bergantung pada adanya regulasi yang jelas, tetapi
juga pada implementasi yang konsisten dan adil. Penegak hukum, termasuk
polisi n jaksa, perlu dilatih untuk memahami dan menangani kasus-kasus
diskriminasi dengan sensitivitas yang tinggi. Mereka harus mampu mengenali
berbagai bentuk diskriminasi dan memahami dampaknya terhadap korban.
Selain itu, penting bagi mereka untuk memiliki keterampilan dalam
mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan yang komprehensif,
sehingga kasus-kasus diskriminasi dapat ditangani dengan serius dan tidak
dianggap sepele.

Dampak lain dari penerapan hukum pidana yang lebih kuat adalah
peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika
masyarakat melihat bahwa tindakan diskriminasi ditindaklanjuti dengan sanksi
yang tegas, mereka akan lebih cenderung untuk melaporkan kasus-kasus
diskriminasi yang mereka alami atau saksikan. al ini dapat menciptakan
lingkungan di mana korban merasa didukung dan tidak sendirian dalam
perjuangan mereka. Kepercayaan ini juga penting untuk membangun hubungan
yang lebih baik antara masyarakat dan ra.t penegak hukum, yang sering kali
menjadi tantangan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Namun, tantangan tetap ada dalam penerapan hukum pidana untuk
menangani diskriminasi ras. Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial

yang melekat pada korban diskriminasi. Banyak korban merasa malu atau takut

untuk melaporkan tindakan diskriminasi yang mereka alami, karena khawatir
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akan stigma atau reaksi negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk
menciptakan ruang aman bagi korban untuk berbicara dan melaporkan kasus
mereka. Selain itu, kampanye kesadaran publik yang berfokus pada pentingnya
menghormati perbedaan dan menolak diskriminasi dapat membantu mengubah
pandangan masyarakat dan mengurangi stigma yang ada.

Dalam konteks ini, peran lbaga swadaya masyarakat (LSM) dan
organisasi non-pemerintah juga sangat penting. Mereka dapat berfungsi
sebagai jembatan antara korban dan sistem hukum, memberikan dukungan dan
advokasi bagi mereka yang mengalami diskriminasi. Dengan bekerja sama
dengan aparat penegak hukum, LSM dapat membantu meningkatkan
pemahaman tentang isu-isu diskriminasi dan mendorong penegakan hukum
yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus
diskriminasi ras di Indonesia menunjukkan potensi yang besar untuk
menciptakan perubahan positif. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan
penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan akan cipta masyarakat yang
lebih adil dan inklusif. Namun, untuk mencapai efektivitas yang maksimal,
diperlukan kolaborasi antara bagai pihak, termasuk pemerintah, aparat
penegak hukum, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Hanya dengan
pendekatan yang holistik dan komprehensif, dampak positif dari penerapan

hukum pidana dalam menangani diskriminasi ras dapat terwujud secara nyata,

namun seringkali masih banyak tantangan dari implementasinya tersebut.
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3.2 Tantangan dalam Implementasi
209

Implementasi hukum yang efektif adalah kunci untuk memastikan
bahwa setiap perubahan dalam undang-undang, termasukng terdapat dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, dapat memberikan
dampak positif bagi masyarakat. Meskipun KUHP baru menawarkan kerangka
hukum yang lebih kuat dalam menangani berbagai isu, termasuk diskriminasi
ras, tantangan dalam implementasinya tetap ada dan memerlukan perhatian
serius dari berbagai pihak.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi KUHP baru adalah
kurangnya pemahaman dan pengetahuan di kalangan aparat penegak hukum.
Meskipun undang-undang baru telah disusun dengan lebih komprehensif, tidak

jarang para penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, tidak
sepenuhnya memahami isi dan tujuan dari undang-undang tersebut. Hal ini
dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang memadai atau sumber daya
yang terbatas untuk mendalami perubahan yang ada. Ketidakpahaman ini dapat
mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten, di mana kasus-kasus
diskriminasi ras mungkin tidak ditangani dengan serius atau bahkan diabaikan.
Dalam situasi seperti ini, meskipun ada kerangka hukum yang lebih baik,

implementasinya menjadi tidak efektif, dan korban diskriminasi tetap tidak

mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan. **

3 AzZahra, N. S., & Arifin, T. (2024). Diskriminasi Ras Dan Etnis Dalam Prespektif
Hadits Dan Pasal 244 KUHP. RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 2(4), h.
283-299.
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Selain itu, tantangan dalam implementasi juga muncul dari budaya dan
norma sosial yang ada di masyarakat. Meskipun KUHP baru mungkin telah
mengatur tindakan diskriminasi dengan lebih jelas, perubahan dalam sikap dan
perilaku masyarakat tidak dapat terjadi secara instan. Dalam banyak kasus,
diskriminasi ras telah menjadi bagian dari struktur sosial yang lebih luas, dan
mengubah pandangan masyarakat tentang isu ini memerlukan waktu dan usaha
yang signifikan. Masyarakat mungkin masih memiliki stigma atau prasangka
terhadap kelompok tertentu, yang dapat mempengaruhi cara mereka melihat
dan menanggapi tindakan diskriminasi. Dalam konteks ini, meskipun hukum
telah berubah, jika masyarakat tidak berkomitmen untuk mengubah sikap
mereka, maka implementasi hukum tersebut akan tetap terhambat.

Tantangan lain yang signifikan adalah kurangnya dukungan dari
lembaga-lembaga terkait. Implementasi KUHP baru memerlukan kolaborasi
yang erat antara berbagai lembaga, termasuk lembaga penegak hukum,
lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Namun, sering kali
terdapat kurangnya koordinasi dan komunikasi antara lembaga-lembaga ini,
yang dapat menghambat upaya untuk menerapkan undang-undang secara
efektif. Misalnya, jika lembaga penegak hukum tidak bekerja sama dengan
organisasi masyarakat sipil yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu
diskriminasi, maka upaya untuk menangani kasus-kasus diskriminasi mungkin
tidak akan berjalan dengan baik. Dalam hal ini, penting untuk membangun

kemitraan yang kuat antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa

implementasi hukum dapat dilakukan secara holistik dan terintegrasi.
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Proses hukum yang panjang dan rumit juga menjadi tantangan dalam
implementasi KUHP baru. Meskipun undang-undang baru mungkin
menawarkan kerangka hukum yang lebih baik, jika proses hukum itu sendiri
tidak efisien, maka keadilan bagi korban diskriminasi tetap sulit dicapai.
Banyak korban yang mungkin merasa putus asa dengan proses hukum yang
berlarut-larut, yang dapat mengakibatkan mereka memilih untuk tidak melapor
atau tidak melanjutkan kasus mereka. Dalam konteks ini, penting untuk
memperbaiki sistem peradilan agar lebih responsif dan efisien, sehingga
korban dapat merasa didukung dan mendapatkan keadilan dalam waktu yang
wajar.

Tantangan dalam implementasi juga dapat muncul dari kurangnya
sumber daya yang memadai. Penegakan hukum yang efektif memerlukan
dukungan sumber daya yang cukup, baik dalam hal anggaran, personel,
maupun infrastruktur. Jika baga penegak hukum tidak memiliki sumber
daya yang cukup untuk menangani kasus-kasus diskriminasi, maka upaya
untuk menerapkan KUHP baru akan terhambat. Dalam banyak kasus, lembaga
penegak hukum mungkin harus menghadapi berbagai masalah lain yang lebih
mendesak, sehingga isu diskriminasi ras tidak mendapatkan perhatian yang
seharusnya.

Akhirnya, tantangan dalam implementasi KUHP baru juga dapat
dipengaruhi oleh dinamika politik dan kebijakan publik. Perubahan dalam
kebijakan pemerintah atau perubahan dalam kepemimpinan dapat

mempengaruhi komitmen untuk menerapkan undang-undang baru. Jika ada
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ketidakpastian politik atau perubahan prioritas dalam agenda pemerintah, maka
upaya untuk menerapkan KUHP baru dapat terhambat. Dalam konteks ini,
penting untuk memastikan bahwa ada komitmen yang kuat dari semua pihak,
termasuk pemerintah, untuk mendukung implementasi undang-undang yang
lebih baik dalam menangani diskriminasi ras.

Secara keseluruhan, meskipun KUHP baru menawarkan kerangka
hukum yang lebih kuat untuk menangani isu diskriminasi ras, tantangan dalam

implementasinya tetap ada meliputi keterbatasan sumber daya, stigma sosial

dan pemahaman atau kerja sama dari penegak hukum.




BAB IV

PENUTUP
101

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis pada Bab
I hingga Bab III, penulis menarik beberapa kesimpulan yang menjawab secara
langsung kedua rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu mengenai pengaturan
norma kurn dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 terhadap tindakan
diskriminasi ras serta dampak penerapan hukum pidana terhadap tindakan
tersebut dalam praktik. Pertama, dari segi pengaturan norma hukum, Undang-
Undang No. I Tahun 2023 tentang KUHP membawa pembaruan penting dalam
hal penanganan tindakan diskriminasi ras di Indonesia. Dibandingkan dengan
KUHP sebelumnya, KUHP baru secara tegas mengatur larangan terhadap
tindakan diskriminatif berdasarkan ras dan etnis. Hal ini tercermin dalam Pasal
244 dan 245, yang secara spesifik memuat unsur-unsur norma hukum pidana,
mulai dari subjek hukum (yakni setiap orang, tanpa terkecuali), bentuk
perbuatan yang dilarang (seperti pembedaan, pembatasan, atau pemilihan yang
menyebabkan pengurangan hak asasi manusia), hingga sanksi pidana yang
dikenakan baik berupa pidana penjara maupun pemberatan hukuman bila
kejahatan dilakukan dengan motif diskriminatif.

Perumusan pasal-pasal ini menunjukkan bahwa norma hukum dalam
KUHP baru tidak hanya bersifat simbolik atau deklaratif, tetapi telah

dikonstruksi secara sistematis dan dapat diterapkan langsung dalam proses

90
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hukum. Hal ini menjadi bukti bahwa hukum pidana kini memainkan peran

163
lebih proaktif dalam menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan

perlakuan yang adil dan bebas dari diskriminasi, sesuai dengan prinsip
kesetaraan di hadapan hukum. Dalam hal ini, keberadaan norma hukum
tersebut memberikan legitimasi yang kuat bagi penegakan keadilan dan
perlindungan bagi kelompok minoritas atau korban diskriminasi.

Kedua, terkait dampak penerapan hukum pidana terhadap tindakan
diskriminasi ras, KUHP baru menunjukkan komitmen negara dalam
menanggulangi praktik diskriminasi rasial secara lebih serius dan konkret.
Dengan adanya pasal-pasal yang lebih tegas dan eksplisit, penegakan hukum
terhadap pelaku diskriminasi memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Hal
diharapkan dapat membernikan efek jera (deterrent effect) bagi pelaku serta
memberikan rasa aman dan perlindungan hukum bagi korban diskriminasi.
Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan hukum pidana terhadap kasus-
kasus diskriminasi ras belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih terdapat
tantangan yang cukup kompleks di lapangan, antara lain kurangnya
pemahaman hukum oleh aparat penegak hukum, rendahnya angka pelaporan
oleh korban karena takut akan stigma atau ketidakadilan, serta budaya
diskriminatif yang masih mengakar di tengah masyarakat. Hal ini menandakan
bahwa keberhasilan penerapan hukum tidak hanya ditentukan oleh isi aturan

hukum itu sendiri, tetapi juga oleh kualitas implementasi, kesadaran aparat,

serta peran aktif masyarakat dalam mendorong keadilan.
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Lebih jauh lagi, KUHP baru juga memberikan ruang bagi pendekatan
hukum pidana yang lebih restoratif dan humanis. Pendekatan ini menjadi
penting terutama dalam kasus diskriminasi ras yang tidak hanya berdampak
pada fisik atau hak-hak formal korban, tetapi juga melukai harga diri, identitas

29
sosial, dan kohesi masyarakat. Dalam hal ini, hukum pidana tidak hanya dilihat
sebagai sarana untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai media untuk
mendidik, memperbaiki hubungan sosial, serta menanamkan nilai toleransi dan
inklusivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip
hukum modern yang menekankan pada fungsi edukatif dan preventif, tidak
semata represif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 1
Tahun 2023 tentang KUHP membawa arah baru dalam perlindungan hukum
terhadap tindakan diskriminasi ras. Norma hukum yang lebih spesifik, sanksi
yang lebih jelas, serta pendekatan yang lebih inklusif, menjadi fondasi penting

bagi terciptanya sistem hukum pidana yang adil dan responsif terhadap isu-isu

kemanusiaan. Akan tetapi, keberhasilan penerapan hukum ini sangat
bergantung pada sinergi antara regulasi, penegakan hukum, kesadaran

masyarakat, serta komitmen negara dalam menciptakan ruang sosial yang

aman, setara, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.
4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi

pengembangan hukum, penegakan keadilan, dan kehidupan sosial yang lebih
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inklusif di Indonesia, khususnya dalam upaya menanggulangi diskriminasi ras

melalui pendekatan hukum pidana:

1.

Bagi Pemerintah dan Legislator

Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mensosialisasikan Undang-
Undang No. | Tahun 2023 tentang KUHP, terutama Pasal 244 dan 245
yang mengatur tentang ndak pidana diskriminasi ras dan etnis.
Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan melalui forum-forum hukum
formal, tetapi juga melalui pendekatan yang menyentuh langsung
masyarakat, seperti pendidikan hukum di sekolah, kampus, hingga
pelatihan berbasis komunitas. Pemerintah juga perlu memastikan
bahwa aturan yang telah disahkan tidak hanya menjadi wacana

normatif, tetapi dapat benar-benar diimplementasikan secara efektif

melalui peraturan pelaksana dan petunjuk teknis yang konkret.

. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum terhadap tindakan diskriminasi ras
membutuhkan aparatur yang tidak hanya memahami aspek hukum
formal, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap isu sosial dan HAM.
Oleh karena itu, pelatihan dan pembekalan secara rutin terhadap polisi,
jaksa, dan hakim menjadi penting, khususnya dalam hal mengenali
motif diskriminatif yang tersembunyi, membuktikan unsur-unsur dalam
pasal-pasal diskriminasi, dan menghindari bias dalam memproses

laporan korban. Profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum
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sangat menentukan keberhasilan dari penerapan norma hukum ini di
lapangan.
. Bagi Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat perlu terus dibangun agar tindakan
diskriminatif tidak dianggap sebagai hal biasa atau wajar dalam
interaksi sosial sehari-hari. Masyarakat memiliki peran penting dalam
mencegah, melaporkan, dan memberikan dukungan kepada korban
diskriminasi. Dibutuhkan gerakan bersama dari berbagai elemen
masyarakat untuk menumbuhkan budaya saling menghormati
perbedaan ras, etnis, dan identitas sosial lainnya. Selain itu, media
sosial juga perlu dimanfaatkan secara bijak sebagai ruang kampanye
kesetaraan dan antirasisme, bukan sebaliknya menjadi wadah
penyebaran ujaran kebencian.
. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian-penelitian hukum mengenai diskriminasi ras masih
sangat diperlukan, terutama untuk mengevaluasi implementasi Pasal
244 dan 245 dalam praktik peradilan, serta untuk mengidentifikasi
kendala dan solusi yang muncul di lapangan. Kajian hukum yang
bersifat interdisipliner antara hukum, sosiologi, dan psikologi juga
dapat memperkaya pendekatan dalam memahami dinamika
diskriminasi ras. Dengan adanya kontribusi ilmiah yang berkelanjutan,
sistem hukum pidana di Indonesia dapat terus berkembang ke arah yang

lebih adil dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
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5. Secara Umum
Upaya menanggulangi diskriminasi ras tidak dapat hanya
dibebankan kepada hukum pidana semata. Diperlukan pendekatan
kolaboratif antara hukum, pendidikan, budaya, dan media untuk
menciptakan masyarakat yang benar-benar bebas dari diskriminasi.
Hukum pidana dapat berfungsi sebagai alat pendorong (driving force),
tetapi perubahan budaya dan kesadaran harus tetap menjadi tujuan

jangka panjang. Membangun masyarakat yang toleran, adil, dan

menghargai keragaman adalah tugas bersama seluruh elemen bangsa.
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